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ABSTRAK 

 

ANALISISi PERANi JAKSAi DALAMi PENERAPANi RESTORATIVEi 

JUSTICEi PADAi PENYELESAIANi PERKARAi  

KEKERASANi DALAMi RUMAHi TANGGA 

(Studii Padai Kejaksaani Tinggii Lampung) 

 

Oleh: 

 

Hardiansyahi Utama 

 

Kekerasani Dalami Rumahi Tanggai (KDRT)i meskipuni telahi memiliki aturannyai 

tersendiri,i Jaksai sebagaii penuntuti dapati mengupayakani alternatifi penyelesaiani 

yaitui melaluii keadilani restoratif.i Dalami penelitiani inii tindaki pidanai KDRTi yangi 

dilakukani adalahi Pasali 44i ayati (1)i UUi Nomori 23i Tahuni 2004.i Kejaksaani 

melakukani penghentiani penuntutani berdasarkani keadilani restoratifi karenai telahi 

terpenuhinyai beberapai persyaratan.i Adapuni permasalahani dalami penelitiani inii 

adalahi bagaimanakahi perani jaksai dalami penerapani restorativei justicei terhadapi 

penyelesaiani perkarai KDRTi dani apakahi faktori penghambati perani jaksai dalami 

penerapani restorativei justicei padai perkarai KDRT. 

 

Metodei pendekatani yangi digunakani adalahi yuridisi normatifi dani yuridisi empiris,i 

dengani menekankani padai kajiani kaidahi hukumnya,i dani ditunjangi dengani 

pendekatani lapangani berupai perolehani tambahani informasii sertai opinii penegaki 

hukumi terkait.i Narasumberi dalami penelitiani inii terdirii darii Jaksai Penuntuti Umumi 

dani Akademisi.i Pengumpulani datai dilakukani dengani studii pustakai dani studii 

lapangan.i Analisisi datai dilakukani secarai kualitatif. 

 

Berdasarkani hasili penelitiani dani pembahasani dapati diketahuii bahwai Perani 

Normatifi jaksai adalahi tertuangi dalami Undang-Undangi Nomori 11i Tahuni 2021i 

tentangi Kejaksaani Republiki Indonesiai dani penerapani restorativei justicei bagii jaksai 

telahi tercantumi dalami Peraturani Kejaksaani Nomori 15i Tahuni 2020i tentangi 

Penghentiani Penuntutani Berdasarkani Keadilani Restoratif.i Perani faktuali jaksai 

adalahi menjalankani fungsii dani wewenangnyai sepertii melakukani penyidikan,i 

memeriksai saksi-saksi,i dani memutuskani apai hukumani yangi tepati dalami suatui 

perkara.i perani idealnyai jaksai dapati menanggulangii suatui perkarai tindaki pidanai 

sesuaii dengani kedudukani sertai sistemi hukumnyai sehinggai jaksai dapati menanganii 

suatui perkarai yangi adai diwilayahi hukumnyai dengani baik.i i Berjalannyai restorativei 

justicei jugai harusi memenuhii persyaratani sepertii tersangkai yangi barui pertamai i kali
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melakukani tindaki pidanai dani tindaki pidanai hanyai diancami tidaki lebihi darii 5i 

tahun.i Dalami penelitiani inii hambatani yangi ditemuii jaksai berasali darii faktori 

masyarakati itui sendiri,i karenai baiki korbani maupuni pelakui tidaki benar-benari 

memahamii itui restorativei justicei dani bagaimanai prosesi penerapannya,i sehinggai 

jaksai dituntuti untuki lebihi sabari dani memberikani pengertiani lebihi mengenaii prosesi 

pelaksanaani restorativei justicei itui sendiri.i Selaini adai faktor-faktori laini yangi dapati 

menghambati jaksa,i yaitui faktori hukumi dimanai belumi adai aturani khususi mengenaii 

restorativei justicei padai KDRT,i darii segii penegaki hukumi hambatani yangi seringi 

dijumpaii adalahi keterbatasani kemampuani untuki menempatkani dirii dalami peranani 

pihaki lain,i terutamai padai KDRTi yangi bertujuani mendamaikani kembalii hubungani 

keluarga.i Kemudiani darii faktori Saranai dani fasilitasi hambatani yangi seringi 

dijumpaii berupai peralatani yangi kurangi memadai.i Sedangkani darii faktori 

kebudayaani yangi terkadangi bertentangani dengani hukumi yangi berlakui dii 

Indonesia,i namuni tentunyai masyarakati harusi senantiasai berperani dalami 

perkembangani hukumi untuki menjagai nilaii ketertibani dani ketenteramani dii 

masyarakat.i Faktor-faktori tersebuti salingi berkaitani erati satui samai laini karenai 

menjadii hali pokoki dalami prosesi penyelesaiani perkarai KDRTi maupuni dalami 

penegakani hukumi lainnya. 

 

Sarani darii penelitiani inii adalahi membanguni persepsii yangi samai dalami 

penanganani KDRTi melaluii Restorativei Justice,i makai Pemerintahi diharapkani 

dapati membuati suatui aturani ataui regulasii yangi dapati dijadikani pedomani bagii 

aparati penegaki hukumi dalami prosesi penyelesaiani KDRTi melaluii restorativei 

justice.i Pemerintahi melaluii aparati penegaki hukumi jugai perlui untuki lebihi 

mensosialisasikani tentangi pentingnyai edukasii mengenaii KDRTi terutamai untuki 

caloni pasangani suamii istri,i Hali inii bertujuani untuki meminimalisiri terjadinyai 

KDRT.i Kejaksaani jugai diharapkani dapati meningkatkani kualitasi aparati penegaki 

hukumnyai sehinggai jaksai dapati menegakkani keadilani yangi seadil-adilnya. 

 

Katai Kuncii :i Perani Jaksa,i Restorativei Justice,i Kekerasani Dalami Rumahi 

Tanggai  
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MOTTO 

 

 

 

“Allahi tidaki membebanii seseorangi melainkani sesuaii dengani kesanggupannya.”i  

(Q.Si Al-Baqarahi :i 286) 

 

“Ketahuilahi setiapi kaliani adalahi pemimpin,i dani setiapi darii kaliani bertanggungi 

jawabi atasi yangi iai pimpin” 

(H.R.i Bukharii dani Muslim) 

 

“Gagali hanyai terjadii jikai kitai menyerah” 

(B.J.i Habibie) 

 

Jikai sudahi memilihi untuki memulai,i makai selesaikanlahi yangi telahi dimulai 

(Hardiansyahi Utama) 

 

“Selalui adai hargai dalami tiapi proses,i nikmatii ajai semuai lelahi itu,i orangi laini gai 

akani pahami masai sulitnyai kita.i Jadii berjuanglahi untuki dirii sendiri,i meskipuni 

gaki akani adai yangi tepuki tangan,i tapii kelaki dii masai depani dirii kitai akani sangati 

banggai depani apai yangi kitai perjuangkani harii ini” 
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I. PENDAHULUAN 

 

A. Latari Belakangi Masalah 

Hukumi merupakani suatui aturani ataui norma-normai yangi mempunyaii fungsii 

mengenaii segalai perilakui manusiai dii dalami masyarakati secarai umumi dani 

memilikii tujuani untuki tidaki merugikani kepentingani umumi sertai orangi lain.i 

Pengertiani hukumi yangi dimaksudi disinii merupakani segalai kumpulani kaidah-

kaidahi ataui aturan-aturani yangi pelaksanaannyai dapati dipaksakani dengani 

hukuman.i Dalami prosesi penegakani hukum,i kelemahani mendasari adalahi tidaki 

diperhatikannyai haki terhadapi korbani kejahatan.i Dalami prosesi menjalankani kasusi 

pidanai jugai terkadangi tidaki memilikii pengaturani yangi memadai,i sehinggai korbani 

kejahatanlahi yangi harusi menanggungi akibatnya.1i Salahi satui bentuki kekerasani 

yangi terjadii dii dalami masyarakati adalahi Kekerasani dalami Rumahi Tanggai ataui 

disingkati dengani KDRT.i Istilahi kekerasani seringi disebuti dengani domestiki sebabi 

seringi terjadii dii ranahi domestik. 

Rumahi tanggai memerlukani adanyai ikatani perkawinani antarai wanitai dani priai yangi 

dimanai hali tersebuti merupakani harapani setiapi manusiai untuki membentuki 

keturunan,i memperolehi kebahagiaani dani menikmatii kehidupani baiki padai saati 

menerimai i i kesulitani i i ataupuni i i kesenangan.i Kejahatani dalami keluargai itui disebut

 
1 Wahyu Sasongko, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2013) 

hlm.7. 
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dengani kekerasani dalami rumahi tanggai yangi bentuki kekerasannyai menyertaii 

kekerasani baiki itui secarai mental,i fisik,i ekonomii dani seksual.i Pembenarani otoritasi 

inii dapati dii dukungi olehi Undang-Undangi negarai ataui olehi persepsii sosiali dalami 

bentuki mitosi atasi superioritasi priai yangi menjadii kepercayaani dalami masyarakat.2 

Kekerasani dalami rumahi tanggai (KDRT)i Merupakani salahi satui jenisi darii 

kekerasani yangi berdasarkani gender.i Maknanyai kekerasani tersebuti lahiri darii 

perbedaani perani genderi yangi sudahi dibanguni dalami lingkungani sosiali yangi ada.i 

Genderi memilikii konsepi yangi beri karakteristiki melekati padai perempuani dani laki-

lakii yangi disusuni secarai sosiali dani budaya.i Kekerasani dalami rumahi tanggai sukari 

untuki dii utarakani karenai disebabkani olehi adanyai beberapai alasan.i Pertama,i karenai 

kekerasani tersebuti terjadii dalami ruangi lingkupi yangi bersifati privasi,i yangi manai 

dalami hali inii terjadii dalami ruangi lingkupi keluarga,i makai inii menimbulkani 

pemikirani bahwai orangi laini tidaki memilikii haki untuki ikuti campur.i Kedua,i secarai 

struktural,i pihaki korbani yangi dalami hali inii banyaki menimpai istrii dani anak-anaki 

memilikii kondisii yangi lemahi karenai bergantungi secarai ekonomii kepadai pelaku,i 

yangi manai pihaki pelakui inii biasanyai merupakani suami/bapak.i Namun,i 

suami/bapaki jugai tidaki lepasi darii kemungkinani menjadii korbani Kekerasani Dalami 

Rumahi Tangga.i Padai umumnyai dalami posisii inii korbani seringi untuki menutup-

nutupii kejadiani kekerasani tersebut,i karenai apabilai kasusi kekerasani dalami rumahi 

tanggai tersebuti terpublikasi,i makai samai sajai hali itui dianggapi sebagaii mengungkapi 

 
2 Moerti Hadiati Soeroso, Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis Viktimologis, 

(Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 1. 
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aibi keluarga.i Ketiga,i pengetahuani masyarakati dalami memilikii kesadarani hukumi 

dani pengetahuani akani hak-haki hukumnyai sangati kurang.3 

Kondisii perkembangani saati inii mengindikasikani bahwai tindakani kekerasani secarai 

mental,i fisik,i seksual,i dani domestiki seringi terjadii hinggai perlui terwujudnyai 

seperangkati hukumi yangi lengkapi untuki menghilangkani kekerasani dalami ruangi 

lingkupi keluargai tersebut.i Keadaani merupakani salahi satui bagiani darii alasani 

dibuatnyai Undang-Undangi Nomori 23i Tahuni 2004i tentangi Penghapusani 

Kekerasani Dalami Rumahi Tangga.i Selaini mengaturi mengenaii perlindungan,i 

pencegahani dani rehabilitasii terhadapi korbani akibati kekerasani dalami rumahi 

tangga,i Undang-Undangi inii secarai khususi jugai mengaturi mengenaii kekerasani 

yangi terjadii dalami rumahi tanggai dengani unsur-unsuri yangi berbedai darii Kitabi 

Undang-Undangi Hukumi Pidana.i Undang-Undangi inii jugai mengandungi tentangi 

kewajibani darii aparatur-aparaturi penegaki hukum,i pekerjai sosial,i tenagai kesehatan,i 

relawani pendampingi dani jugai pembimbingi rohanii agari pihak-pihaki tersebuti lebihi 

tanggapi kepadai kepentingani keluargai dani rumahi tanggai yangi sedarii awali 

memilikii tujuani terhadapi kerukunani dani persatuani darii rumahi tangga.i Secarai 

khusus,i menuruti Pasali 4i Undang-Undangi Nomori 23i Tahuni 2004i penghapusani 

kekerasani dalami rumahi tanggai memilikii tujuani untuki mencegahi semuai jenisi 

kekerasani dii dalami rumahi tangga,i melindungii korbani akibati darii kekerasani dalami 

rumahi tangga,i memberikani sanksii kepadai pelakui Kekerasani Dalami Rumahi 

Tangga,i sertai untuki menjagai keharmonisani dani kesejahteraani rumahi tanggai agari 

rumahi tanggai itui tetapi utuh. 

 
3 Artha Sebayang, Utary Maharany Barus, dkk Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah 

Tangga Melalui Restorative Justice di Polda Sumut, Journal of Education, Humaniora and Social 

Sciences (JEHSS), Vol.3, No.1, 2018, hlm. 98. 
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Tindaki Pidanai merupakani pengertiani dasari hukumi pidanai (yuridisi normatif).i 

Kejahatani ataui perbuatani dapati diartikani secarai yuridisi ataui kriminologis,i 

kejahatani ataui perbuatani jahati dalami artii yuridisi normatifi adalahi perbuatani yangi 

terwujudi in-abstractoi dalami peraturani pidana.i Sedangkani kejahatani dalami artii 

kriminologisi adalahi perbuatani manusiai yangi menyalahii normai yangi hidupi dii 

masyarakati secarai konkret.4i Tindaki pidanai suatui pelanggarani terhadapi hubungani 

antarai manusiai bilai ditinjaui darii perspektifi keadilani restoratif.i Keadilani restoratifi 

merupakani suatui prosesi dii manai semuai pihaki yangi terlibati dalami kejahatani 

tertentui bekerjai samai untuki menyelesaikani masalahi dani bagaimanai untuki 

menanganii konsekuensii yangi akani terjadii dii masai mendatang.i Bukani berartii 

penjahati menciptakani kewajibani untuki membuati keadaani menjadii lebihi baiki 

dengani melibatkani korban,i pelaku,i dani masyarakati untuki mencarii solusii reparasi,i 

rekonsiliasi,i dani jaminan.5i Dalami restorativei justice,i korbani merupakani pihaki 

yangi menjadii sasarani kejahatan,i saksii mata,i anggotai keluargai pelaku,i dani 

masyarakati luas.i Keselamatani sertai kebutuhani adalahi yangi utamai dalami keadilani 

restoratif,i olehi karenai itui korbani wajibi didukungi agari mampui berpartisipasii secarai 

langsungi dalami prosesi penentuani kebutuhannyai dani hasili akhiri darii kasusi pidanai 

yangi dialaminya.6i  

Keadilani restoratifi ataui restorativei justicei merupakani keadilani yangi berusahai 

untuki mengembalikani kondisii kembalii kei keadaani awal,i untuki kepentingani dani 

kemenangani semuai pihak,i dani tidaki dibatasii olehi mekanismei hukumi yangi 

 
4 Erna Dewi, Tri Andrisman, dan Damanhuri WN, Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia Dalam 

perkembangan, (Bandar Lampung: AURA, 2016) hlm.47. 
5 Hamzah, Erna Dewi, Sunaryo, dkk. Monograf Penegakan Hukum Melalui Restorative Justice 

Menuju Kejaksaan yang Humanis, (Bandar Lampung: Pusaka Media, 2022) hlm. 31 
6 Ibid. hlm. 32 
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prosedurali dani kaku.i Hampiri semuai tindaki pidanai yangi diatasii olehi sistemi 

peradilani pidanai berakhiri padai penjara.i Padai kenyataannya,i lembagai 

pemasyarakatani bukani solusii atasi masalahi kriminalitasi yangi terjadi,i dikarenakani 

sistemi sepertii itui terkadangi tidaki selalui menghasilkani yangi baiki sepertii tidaki 

selalui berhasili memperbaikii pribadii pelaku,i dani menghasilkani tidaki berhasilnyai 

pencegahani pelakui yangi sudahi melakukani tindaki pidanai melakukani kembalii 

perbuatannya.i Pemberiani sanksii pidanai penjarai jugai dinilaii sebagaii hukumani yangi 

hanyai akani meninggalkani nestapa,i stigmai yangi buruki dani masalahi ekonomi.7 

Memberikani tuntutani terhadapi pelakui tindaki pidanai tentunyai dilakukani olehi 

jaksa.i Jaksai merupakani salahi satui aparaturi negarai yangi diberii tugasi dani 

wewenangi olehi Undang-Undangi untuki melaksanakani penegakani hukum.i Dalami 

melaksanakani tugasi dani fungsinya,i Jaksai diorganisasikani dalami suatui lembagai 

yangi diberii namai Kejaksaani Republiki Indonesiai ataui dapati disebuti Kejaksaan.i 

Tugasi utamai Kejaksaani yangi dilaksanakani olehi Jaksai ialahi melakukani penuntutani 

perkarai pidana.i Dalami melaksanakani tugasi penuntutan,i Jaksai diberii wewenangi 

untuki menentukani dapati ataui tidaknyai suatui perkarai diajukani kei pengadilani dani 

pasali apai yangi didakwakan.i Bahkani Jaksai jugai dapati menghentikani penuntutani 

berdasarkani metodei pendekatani restorativei justicei apabilai dalami suatui perkarai 

telahi memenuhii beberapai persyaratani untuki diterapkannyai restorativei justice.8 

Tradisii doktrini penuntutani dikenali dengani asasi dominusi litis,i dii beberapai negarai 

sepertii Jepang,i Belanda,i dani Perancis,i wewenangi penuntutani adalahi monopolii 

 
7 Kuat Puji Prayitno, Restorative Justice untuk Peradilan di Indonesia. Jurnal Dinamika Hukum 

Universitas Jenderal Soedirman, Vol.12 No.3, 2012, hlm. 416. 
8 Dessy Kusuma Dewi, Kewenangan Jaksa Dalam Menghentikan Penuntutan Demi Keadilan, 

Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 9, No. 1, 2021, hlm. 5. 
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Jaksa.i Dikatakani dalami prosesi pidana,i Jaksai yangi berwenangi apakahi suatui 

perkarai dapati dilakukani penuntutani ataui tidak.i Dengani Adanyai kewenangani yangi 

dimilikii Jaksai untuki menuntuti ataui tidaki menuntuti perkarai pidanai kei Pengadilan,i 

makai dalami tradisii penuntutani dikenali dengani asasi kebijaksanaan,i Asasi 

kebijaksanaani menuntuti yangi terbagii menjadii 2i (dua)i yaitui kewenangani Jaksai 

untuki melakukani penuntutani dani kewenangani Jaksai tidaki melakukani penuntutan,i 

Asasi Kebijaksanaani menuntuti terkaiti dengani diskresii yangi dimilikii Jaksai selakui 

pelakui aparaturi negara.i Dalami melaksanakani tugasi dani wewenangi nyai aparaturi 

hukumi sepertii Polisi,i Jaksa,i Hakimi dani Lembagai Pemasyarakatan,i disampingi 

harusi memperhatikani kebijakani (policy)i yangi digariskani pemimpinnyai dani 

ketentuani perundang-undangani yangi berlaku,i dalami situasii tertentui merekai jugai 

mempunyaii kebebasani ataui kebijaksanaani (discretion).9 

Kejaksaani merupakani mediatori yangi berwenangi dalami menanganii perkarai yangi 

memilihi penyelesaiannyai melaluii pendekatani restorativei justice,i untuki itui 

kejaksaani memilikii kewenangani untuki bersama-samai mencapaii kesepakatani parai 

pihaki dalami penyelesaiani suatui perkara.i Padai pelaksanaani restorativei justicei 

kejaksaani telahi mengeluarkani Peraturani Kejaksaani Nomori 15i Tahuni 2020i tentangi 

Penghentiani Penuntutani Berdasarkani Keadilani Restoratifi sebagaii salahi satui upayai 

untuki menciptakani suatui hukumi yangi humanis.i Sebagaii bentuki upayai kemajuani 

hukumi dii Indonesiai Kejaksaani memfasilitasii agari terciptanyai perdamaiani antari 

pihaki yangi berselisihi dalami suatui perkara.10 

 
9 Tiar Adi Riyanto, Fungsionalisasi Prinsip Dominus Litis Dalam Penegakan Hukum Pidana di 

Indonesia, Jurnal Lex Renaissan, Vol. 6, No. 3, 2021, hlm. 484. 
10 Hamzah, Erna Dewi, Sunaryo, dkk. Op cit, hlm.36-37 
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Pelaksanaani Peraturani Kejaksaani Republiki Indonesiai Nomori 15i Tahuni 2020i 

tentangi Penghentiani Penuntutani Berdasarkani Keadilani Restoratif.i Dalami 

melakukani penghentiani penuntutani berdasarkani restorativei justice,i mempunyaii 

syarat-syarati yangi harusi terpenuhi,i sepertii yangi tercantumi dalami Pasali 5i Ayati (1),i 

yaitu: 

1) Tersangkai barui pertamai kalii melakukani Tindaki Pidana. 

2) Tindaki pidanai hanyai diancami dengani pidanai dendai ataui diancami dengani 

pidanai penjarai tidaki lebihi darii 5i (lima)i tahun. 

3) Tindaki pidanai dilakukani dengani nilaii barangi buktii ataui nilaii kerugiani yangi 

ditimbulkani akibati darii tindaki pidanai tidaki lebihi darii Rp.i 2.500.000.00i 

(duai jutai limai ratusi ribui rupiah) 

 

Kemudiani syarat-syarati lainnyai jugai terdapati padai Pasali 5i Ayati (6)i hurufi a,b,i dani 

c,i yakni: 

a) telahi adai pemulihani kembalii padai keadaani semulai yangi dilakukani olehi 

Tersangkai dengani cara:i  

1. mengembalikani barangi yangi diperolehi darii tindaki pidanai kepadai 

Korban;i  

2. menggantii kerugiani Korban;i  

3. menggantii biayai yangi ditimbulkani darii akibati tindaki pidana;i dan/i atau 

4. memperbaikii kerusakani yangi ditimbulkani darii akibati tindaki pidana; 

b) telahi adai kesepakatani perdamaiani antarai Korbani dani Tersangka;i dan 

c) masyarakati meresponi positif. 

 

Mengenaii kasusi Kekerasani Dalami Rumahi Tanggai yangi dilakukani penghentiani 

penuntutani berdasarkani Restorativei Justicei mengacui padai perkarai Kekerasani 

Dalami Rumahi Tanggai yangi melanggari Pasali 44i ayati (1)i Undang-Undangi No.i 23i 

Tahuni 2004.i Padai kasusi tersebuti tersangkai yangi merupakani seorangi suamii 

melakukani tindaki kekerasani kepadai korbani yangi merupakani istrinyai berupai 

tamparan,i sayatani menggunakani pecahani kaca,i kemudiani pemukulani hinggai 

menyebabkani memari dani pembengkakan.i Kejaksaani melakukani penghentiani 

penuntutani perkarai berdasarkani keadilani restoratifi yaitui dengani dikabulkannyai 
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permohonani restorativei justice,i karenai telahi terpenuhinyai beberapai syarati 

diantaranyai tersangkai barui pertamai kalii melakukani tindaki pidana,i ancamani 

hukumani tidaki lebihi darii 5i tahuni dani telahi adanyai kesepakatani perdamaiani antarai 

korbani dani tersangka.i  

Berdasarkani latari belakangi yangi telahi diuraikan,i penelitii tertariki untuki menulisi 

proposali penelitiani dengani juduli “Analisisi Perani Jaksai dalami Penerapani 

Restorativei Justicei Padai Penyelesaiani Perkarai Kekerasani dalami Rumahi 

Tangga”. 

B. Permasalahani dani Ruangi Lingkup 

1. Permasalahan 

Berdasarkani latari belakangi yangi telahi diuraikani diatas,i makai penulisi merumuskani 

permasalahani sebagaii berikut: 

a. Bagaimanakahi perani Jaksai dalami Penerapani Restorativei Justicei terhadapi 

Penyelesaiani Perkarai Kekerasani Dalami Rumahi Tangga? 

b. Apakahi faktori penghambati perani Jaksai dalami penerapani Restorativei Justicei 

padai perkarai Kekerasani Dalami Rumahi Tangga? 

2. Ruangi Lingkup 

Berdasarkani juduli penulisani skripsii inii sebagaimanai tersebuti diatas,i makai ruangi 

lingkupi kajiani dani pembahasani skripsii inii hanyai terbatasi dani tidaki meluasi makai 

darii itui ruangi lingkupi dalami penulisani inii hanyai padai Perani Kejaksaani dalami 

penerapani Restorativei Justicei terhadapi penyelesaiani perkarai padai kekerasani 

dalami rumahi tanggai dii Kejaksaani Tinggii Provinsii Lampungi dani dilaksanakani 

padai Tahuni 2024. 
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C. Tujuani dani Manfaati Penelitian 

1. Tujuani Penelitian 

Adapuni tujuani penelitiani darii penulisani skripsii inii adalahi sebagaii berikut: 

1) Untuki mengetahuii perani Jaksai dalami Penerapani Restorativei Justicei padai 

penyelesaiani perkarai Kekerasani Dalami Rumahi Tangga. 

2) Untuki mengetahuii faktori yangi menghambati perani Jaksai dalami penerapani 

restorativei justice  pada  penyelesaiani perkara Kekerasani Dalami Rumahi Tangga. 

2. Manfaati Penelitian 

Manfaati penelitiani secarai umumi yangi dapati diambili dalami penulisani skripsii 

terdirii darii manfaati yangi bersifati teoritisi dani praktisi yaitu:i  

1) Secarai Teoritis,i Manfaati darii penulisani inii diharapkani dapati menjadii 

pengembangani ilmui bagii penulisi dalami hali mencarii kebenarani darii penerapani 

konsepi penyelesaiani perkarai melauii restorativei justicei yangi dilakukani olehi 

Jaksai terhadapi kasusi kekerasani dalami rumahi tangga.i  

2) Secarai Praktis,i Manfaatnyai dalami hali pelaksanaani konsepi penyelesaiani 

perkarai melauii restorativei justicei yangi dilakukani olehi Jaksai terhadapi kasusi 

kekerasani dalami rumahi tanggai dapati benar-benari berjalani efektifi dani 

menjadikani solusii demii tercapainyai suatui keadilan. 

 

D. Kerangkai Teoritisi dani Konseptual 

1. Kerangkai Teoritis 

Kerangka teori  merupakani konsepi sebagai kerangka acuani pokoki sehinggai menjadii 

landasani untuki mengidentifikasii terhadapi kejadian-kejadiani sosiali yangi dianggapi 
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relevani olehi peneliti.i Dalami penelitiani diperlukani teorii ataui prinsipi yangi relevani 

dengani masalahi yangi diteliti.i Teorii samai dengani pendapati yangi dibuati sebagaii 

gambarani mengenaii peristiwai dani prinsip-prinsipi sertai asas-asasi hukumi umumi 

yangi menjadii dasari ilmui pengetahuani dani dijadikani sebagaii saranai dani aturani 

untuki melakukani kegiatan.11
i Hali inii bertujuani untuki memberikani landasani sebagaii 

dasari pemikirani dalami melakukani penelitian.i Penggunaani teorii dalami penulisani 

skripsii inii untuki menciptakani kerangkai penelitiani yangi baiki untuki penulisan. 

a. Teorii Peran 

Perani menuruti Soerjonoi Soekantoi merupakani suatui prosesi dinamisi kedudukani 

(status),i apabilai seseorangi melaksanakani haki dani kewajibannyai sesuaii dengani 

kedudukannya,i diai menjalankani suatui peranan.i Perbedaani antarai kedudukani 

dengani peranani adalahi untuki kepentingani ilmui pengetahuan.i Keduanyai tidaki 

dapati dipisah-pisahkani karenai yangi satui tergantungi padai yangi laini dani sebaliknya.i 

Sehinggai dapati disimpulkani bahwai tidaki adai perani tanpai kedudukani ataui tidaki 

kedudukani tanpai suatui peran.12
i  

Perani diartikani sebagaii perangkati tingkahi yangi diharapkani dimilikii olehi orangi 

yangi berkedudukani dii masyarakat.i Kedudukani dalami hali inii diharapkani sebagaii 

posisii tertentui dii dalami masyarakati yangi mungkini tinggi,i sedang-sedangi sajai ataui 

rendah.i Kedudukani adalahi suatui wadahi yangi isinyai adalahi haki dani kewajibani 

tertentu,i sedangkani haki dani kewajibani tersebuti dapati dikatakani sebagaii peran.i 

Olehi karenai itu,I makai seseorangi yangi mempunyai kedudukani tertentui dapati 

dikatakani sebagaii pemegangi peran.i Suatui haki sebenarnyai merupakani wewenangi 

 
11 Soerjono Soekanto, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: UII Press, 2010), hlm. 125. 
12 Soerjono Soekanto, Teori Peranan (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hlm.242 
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untuki berbuati ataui tidaki berbuat,i sedangkani kewajibani adalahi bebani ataui tugas.13
i 

Sebagaimanai dengani kedudukan,i peranani jugai mempunyaii duai arti.i Setiapi orangi 

mempunyaii macam-macami peranani yangi berasali darii pola-polai pergaulani 

hidupnya.i Hali itui sekaligusi berartii bahwai peranani menentukani apai yangi 

diperbuatnyai bagii masyarakati sertai kesempatan-kesempatani apai yangi diberikani 

olehi masyarakati kepadanya. 

Soerjonoi Soekantoi jugai menyatakani bahwai perani secarai umumi adalahi kehadirani 

dalami menentukani suatui prosesi keberlangsungan.i Peranani merupakani dinamisasii 

darii statisi ataupuni penggunaani darii pihaki dani kewajibani ataui yangi disebuti 

subyektif.i Perani diartikani sebagaii tugasi ataui pemberiani tugasi kepadai seseorangi 

ataui sekumpulani orang.i Soerjonoi Soekantoi menyebutkani jenis-jenisi perani sebagaii 

berikut: 

a) Perani Normatifi merupakani perani yangi dilakukani seseorangi ataui lembagai 

yangi didasarkani padai seperangkati normai yangi berlakui dalami kehidupani 

masyarakat. 

b) Perani faktuali adalahi perani yangi dilakukani seseorangi ataui lembagai yangi 

didasarkani padai kenyataani secarai kongkriti dii lapangani ataui kehidupani 

sosiali yangi terjadii secarai nyata 

c) Perani ideali adalahi perani yangi dilakukani olehi seseorangi ataui lembagai yangi 

didasarkani padai nilai-nilaii ideali ataui yangi seharusnyai dilakukani sesuaii 

dengani kedudukannyai dii dalami suatui sistem.14 

 

Hakekatnyai perani jugai dapati dirumuskani sebagaii suatui rangkaiani perilakui tertentui 

yangi ditimbulkani olehi suatui jabatani tertentu.i Kepribadiani seseorangi jugai 

mempengaruhii bagaimanai perani itui harusi dijalankan.i Perani yangi dimainkani 

 
13 R. Suyoto Bakir, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia (Tanggerang: Karisma Publishing Group, 

2009), hlm.348 
14 Soerjono Soekanto Op Cit, hlm.243 
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hakekatnyai tidaki adai perbedaan,i baiki yangi dimainkan/diperankani pimpinani 

tingkati atas,i menengahi maupuni bawahi akani mempunyaii perani yangi sama. 

Perani merupakani tindakani ataui perilakui yangi dilakukani seseorangi yangi 

menempatii suatui posisii didalami statusi sosial,i perani mencakupi dalami tigai hali yaitu: 

a) Peranani meliputii norma-normai yangi berhubungani dengani posisii ataui 

tempati seseorangi dalami masyarakat.i Peranani dalami artii inii merupakani 

rangkaiani peraturan-peraturani yangi membimbingi seseorangi dalami 

kehidupani kemasyarakatan. 

b) Peranani merupakani suatui konsepi tentangi apai yangi dapati dilakukani olehi 

individui dalami masyarakati sebagaii organisasi.i Perani jugai dapati dikatakani 

sebagaii perilakui individui yangi pentingi bagii strukturi sosiali masyarakat. 

c) Perani adalahi suatui rangkaiani yangi teraturi yangi ditimbulkani karenai suatui 

jabatan.15 

 

Manusiai sebagaii makhluki sosiali memilikii kecenderungani untuki hidupi 

berkelompok.i Dalami kehidupani berkelompoki tadii akani terjadii interaksii antarai 

anggotai masyarakati yangi satui dengani anggotai masyarakati yangi lainnya.i 

Tumbuhnyai interaksii diantarai merekai adai salingi ketergantungan.i Perani dianggapi 

menjadii suatui hali yangi sangati pentingi karenai perani didefinisikani sebagaii suatui 

sikapi ataui perilakui yangi diharapkani olehi banyaki orangi ataui sekelompoki orangi 

terhadapi orangi yangi memilikii statusi ataui kedudukani tertentu. 

b. Teorii Faktor-Faktori yangi Mempengaruhii Penegakani Hukum 

Secarai konseptuali makai intii dani artii penegakani hukumi terletaki padai kegiatani 

menyerasikani hubungani nilai-nilaii yangi dijabarkani dalami kaedah-kaedahi yangi 

sempurnai dani mengejawantahkani dani sikapi tindaki sebagaii rangkaiani penjabarani 

nilaii tahapi akhiri untuki menciptakani memeliharai dani mempertahankani kedamaiani 

 
15 Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012) hlm.213. 
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pergaulani hidup.i Kaidah-kaidahi tersebuti kemudiani menjadii pedomani ataui patokani 

ataui sikapi tindaki yangi dianggapi pantasi ataui seharusnya.i Perilakui ataui sikapi tindaki 

bertujuani untuki menciptakan,i memeliharai dani mempertahankani kedamaian.i 

Demikiani konkretisasii darii padai penegaki hukumi secarai konsepsional.i Penegakani 

hukumi sebagaii suatui prosesi padai hakikatnyai merupakani penerapani diskresii yangi 

menyangkuti membuati keputusani yangi tidaki secarai ketati diaturi olehi kaidahi 

hukum,i akani tetapii mempunyaii unsuri penilaiani pribadi.16 

Menuruti Soerjonoi Soekantoi masalahi darii penegakani hukumi adalahi terletaki padai 

faktor-faktori yangi mempengaruhinya.i Faktor-faktori tersebuti mempunyaii artii yangi 

netral,i sehinggai dampaki positifi ataui negatifnyai terletaki padai isii faktor-faktori 

tersebut.i Faktor-faktori tersebuti adalahi sebagaii berikut: 

1) Faktori Hukumi (Perundang-Undangan) 

Artii darii undang-undangi tersebuti adalahi Undang-Undangi dalami artii materiili 

yaitui peraturani yangi dibuati olehi penguasai pusati maupuni daerahi yangi sah.17
i 

Mengenaii berlakunyai undang-undang,i terdapati beberapai asasi yangi tujuannyai 

agari undang-undangi tersebuti berdampaki positif.i Asasi tersebuti adalahi sebagaii 

berikut: 

a) Undang-undangi tidaki berlakui surut.i Artinyai Undang-Undangi hanyai 

bolehi diterapkani terhadapi peristiwai yangi tersebuti dii dalami Undang-

Undangi sertai terjadii setelahi Undang-Undangi dinyatakani berlaku.i  

b) Undang-undangi dii buati olehi Penguasai yangi tinggii dani mempunyaii 

kedudukani yangi lebihi tinggii pula.i  

c) Undang-undangi yangi bersifati khususi menyampingkani Undang-

Undangi yangi bersifati umumi apabilai pembuatnyai sama.i  

 
16 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta: Raja 

Grafindo Persada, Cet. 13, 2014) hlm. 1. 
17 Ibid hlm.11 
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d) Undang-undangi yangi berlakui belakangan,i membatalkani Undang-

Undangi yangi berlakui terdahulu. 

e) Undang-undangi tidaki dapati diganggui gugat. 

f) Undang-undangi merupakani saranai untuki mencapaii kesejahteraani 

spirituali dani materieli bagii masyarakati maupuni pribadii melaluii 

pelestariani maupuni pembaharuani (inovasi).18 

 

Suatui masalahi yangi mungkini dijumpaii dalami undang-undangi adalahi adanyai 

Berbagaii undang-undangi yangi belumi mempunyaii peraturani pelaksanaani padahali 

dalami undang-undangi tersebuti diperintahkani demikian.i Tidaki adanyai peraturani 

pelaksanaani akani mengganggui keserasiani antarai ketertibani dengani ketentraman.i 

Masalahi laini yangi mungkini timbuli darii undang-undangi adalahi belumi adanyai 

peraturani pelaksanai dani jugai kata-katai yangi digunakani dalami Undang-Undangi 

tersebuti masihi terjadii multitafsiri karenai penggunaani kata-katai yangi dapati berartii 

luas.19 

Dengani demikiani kemungkinani terjadinyai gangguan/hambatani terhadapi 

penegakani hukumi yangi berasali darii undang-undangi dapati disebabkani karena: 

a) Tidaki diikutinyai asas-asasi berlakunyai undang-undang. 

b) Belumi adanyai peraturani pelaksanaani yangi sangati dibutuhkani untuki 

menetapkani undang-undang. 

c) Ketidakjelasani artii kata-katai dalami undang-undangi yangi mengakibatkani 

kekeliruani dalami penafsirani sertai penerapannya.20 

 

 
18 Ibid hlm.15 
19 Ibid hlm.16 
20 Ibid hlm.18 
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2) Faktori Penegaki Hukum 

Seorangi penegaki hukumi sebagaimanai halnyai dengani wargai masyarakati lainnyai 

mempunyaii kedudukani dani peranani sekaligus.i Dengani demikiani tidaklahi mustahili 

bahwai antarai berbagaii kedudukani dani peranani timbuli konfliki (statusi conflicti dani 

conflicti ofi roles).i Jikai dalami kenyataannyai terjadii suatui kesenjangani antarai perani 

yangi seharusnyai dengani peranani yangi sebenarnyai dilakukani ataui peranani aktuali 

makai akani terjadii suatui kesenjangani peranan.i Pembahasani mengenaii penegaki 

hukumi sebenarnyai lebihi banyaki tertujui padai diskresi. 

Masalahi peranani inii dianggapi penting,i hali inii mengacui padai pembahasani 

penegakani hukumi yangi sebenarnyai lebihi banyaki tertujui padai diskresi.i Diskresii 

sangati pentingi karena: 

a) Tidaki adai undang-undangi yangi sedemikiani lengkapnyai sehinggai dapati 

mengaturi semuai perilakui manusia. 

b) Adanyai kelambatan-kelambatani untuki menyesuaikani perkembangan-

perkembangani dalami masyarakati sehinggai menimbulkani ketidakpastian. 

c) Kurangnyai biayai untuki menerapkani perundang-undangani sebagaimanai 

yangi dikehendakii olehi pembentuki Undang-Undang. 

d) Adanyai kasus-kasusi individuali yangi memerlukani penanganani secarai 

khusus.21 

 

Meskipuni demikiani tetapi sajai terjadii hambatan-hambatani yangi biasanyai berasali 

darii dirii penegaki hukumi itui sendirii maupuni darii lingkungannya.i Hambatani 

tersebuti diantaranyai adalahi sebagaii berikut: 

a) Keterbatasani kemampuani untuki menempatkani dirii dalami peranani pihaki 

laini dengani siapai berinteraksi 

b) Tingkati aspirasii yangi relatifi belumi tinggi. 

c) Kegairahani yangi sangati terbatasi untuki memikirkani masai depan,i sehinggai 

suliti sekalii membuati suatui proyeksii untuki kedepannya. 

 
21 Ibid hlm.21 
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d) Belumi adanyai kemampuani untuki menundai pemuasani suatui kebutuhani 

tertentui terutamai kebutuhani materiil. 

e) Kurangnyai dayai inovatifi yangi sebenarnyai merupakani pasangani 

konservatisme.22 

 

Hambatan-hambatani sepertii yangi telahi disebutkani dapati dikurangii dengani carai 

mendidik,i melatih,i dani membiasakani dirii seperti: 

a) Sikapi yangi terbukai terhadapi pengalamani maupuni penemuani baru. 

b) Siapi untuki menerimai perubahani setelahi menilaii kekurangani yangi ada 

c) Pekai terhadapi masalahi yangi terjadii disekitarnya 

d) Senantiasai mempunyaii informasii yangi selengkapi mungkini mengenaii 

pendiriannya 

e) Orientasii kei masai kinii dani masai depani yangi sebenarnyai merupakani suatui 

urutan 

f) Menyadarii akani potensii yangi adai dalami dirinya 

g) Berpegangi padai suatui perencanaan 

h) Memanfaatkani ilmui pengetahuani dani teknologi 

i) Menyadarii dani menghormatii haki dani kewajibani maupuni kehormatani dirii 

sendirii maupuni orangi lain 

j) Berpegangi teguhi padai keputusan-keputusani yangi diambili atasi dasari 

penalarani dani perhitungani yangi matang.23 

 

Dengani demikiani diharapkani parai aparati penegaki hukumi dapati menjadii penegaki 

hukumi yangi mumpunii dalami setiapi menyelesaikani suatui perkarai yangi 

dihadapinya. 

3) Faktori Saranai dani Fasilitasi  

Faktori saranai dani prasaranai inii memegangi peranani yangi cukupi pentingi dalami 

sebuahi prosesi penegakani hukum.i Hali inii dikarenakani tanpai adanyai saranai dani 

prasaranai tertentui makai tidaki mungkini penegakani hukumi akani berlangsungi 

dengani lancar.i Saranai ataui fasilitasi tersebuti antarai laini mencakupi tenagai manusiai 

 
22 Sajipto Rahardjo, Ilmu Hukum (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012) hlm.151 
23 Ibid hlm.152 
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yangi berpendidikani dani terampil,i organisasii yangi baik,i peralatani yangi memadai,i 

keuangani yangi cukupi dani lain-lain.24 

Apabilai hal-hali tersebuti tidaki terpenuhii makai dapati berakibati padai upayai 

penegakani hukumi yangi menjadii sia-sia.i Namuni jikai sebaliknyai hal-hali yangi 

diuraikani diatasi tadii dapati dipenuhii makai upayai penegakani hukumi yangi 

dilaksanakani olehi pemerintahi akani tercapaii dengani efektifi dani seefisieni mungkin.i 

Dengani demikiani sarana-fasilitasi mempunyaii peranani yangi sangati pentingi dii 

dalami penegakani hukum.i Tanpai adanyai saranai ataui fasilitasi tersebuti tidaki 

mungkini penegaki hukumi menyerasikani peranani yangi seharusnyai dengani peranani 

yangi aktual.25 

4) Faktori Masyarakat 

Penegakani hukumi berasali darii masyarakati dani bertujuani untuki mencapaii 

kedamaiani masyarakat.i Olehi karenai itui darii suduti pandangi tertentui masyarakati 

dapati mempengaruhii penegakani hukum.i Dilihati darii suduti sistemi sosiali dani 

budaya,i Indonesiai merupakani suatui masyarakati majemuki (plurali society)i terdapati 

banyaki golongani etniki dani kebudayaan-kebudayaani khusus.i i Masyarakati dapati 

mempengaruhii penegakani hukum.i Penegakani hukumi bukanlahi merupakani suatui 

kegiatani yangi berdirii sendirii melainkani mempunyaii hubungani timbali baliki yangi 

erati dengani masyarakat.i Untuki mencapaii kedamaiani harusi adai kepatuhani darii 

masyarakati dani kepatuhani tersebuti ditentukani olehi kesadarani hukum.i Kesadarani 

hukumi merupakani nilai-nilaii yangi terdapati dalami dirii manusiai tentangi hukumi 

yangi adai ataui tentangi hukumi yangi diharapkani akani ada.i Dalami melaksanakani 

 
24 Soerjono Soekanto Op Cit hlm.29 
25 Ibid hlm.44 
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penegakani hukumi selaini faktori kesadarani hukumi masyarakati perlui 

memperhatikani nilai-nilaii budayai masyarakati setempat.26 

Sehinggai dengani demikiani dapati menimbulkani akibati yangi positifi maupuni 

negatif.i Akibati positifi yangi ditimbulkani dengani adanyai anggapani masyarakati inii 

adalahi masyarakati dapati mengetahuii hak-haki maupuni kewajibannyai sehinggai 

akani berkelanjutani dengani adanyai pemahaman-pemahamani tertentui mengenaii 

hukum.i Sedangkani akibati negatifnyai adalahi masyarakati seakan-akani selalui 

bergantungi padai aparati penegaki hukumi itui sendirii sehinggai memungkinkani 

banyaknyai tugasi yangi dii embani olehi aparati penegaki hukum. 

5) Faktori Kebudayaan 

Kebudayaani hukumi padai dasarnyai mencakupi nilai-nilaii yangi mendasarii hukumi 

yangi berlaku,i nilai-nilaii yangi merupakani konsepsii abstraki mengenaii apai yangi 

dianggapi baiki dani apai yangi dianggapi buruk.i Nilai-nilaii tersebuti diantaranyai 

adalahi sebagaii berikut: 

a) Nilaii ketertibani dani nilaii ketentraman 

b) Nilaii jasmaniah/kebendaani dani nilaii rohaniah/akhlak 

c) Nilai-nilaii kelanggengan/konservatismei dengani nilai-nilaii 

kebaruan/inovasii 
27 

 
26 Ibid hlm.50 
27 Ibid hlm.67 
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Sehinggai dengani demikiani nilai-nilaii tersebuti senantiasai berperani dalami 

perkembangani hukumi karenai adanyai anggapani bahwai hukumi berfungsii sebagaii 

saranai untuki melakukani perubahani dani menciptakani hal-hali yangi baru. 

2. Konseptual 

Konseptuali adalahi susunani berbagaii konsepi yangi menjadii fokusi pengamatani 

dalami melaksanakani penelitian.i Batasi pengertiani darii istilahi yangi digunakani 

dalami penelitiani inii adalahi sebagaii berikuti : 

a. Analisisi adalahi pemeriksaani terhadapi suatui peristiwai (Karangan,i Perbuatan,i 

dsb)i untuki mengetahuii keadaani yangi sebenarnyai (sebabi musabab,i duduki 

perkara,i dsb).28 

b. Perani adalahi orangi yangi menjadii ataui melakukani sesuatui yangi khas,i ataui 

“perangkati tingkahi yangi diharapkani dimilikii olehi orangi yangi berkedudukani dii 

masyarakat”.29 

c. Jaksai adalahi pejabati fungsionali yangi diberii wewenangi olehi Undang-Undangi 

untuki bertindaki sebagaii penuntuti umumi dani pelaksanai putusani pengadilani 

yangi telahi memperolehi kekuatani hukumi tetapi sertai wewenangi laini 

berdasarkani Undang-Undang. 

d. Restorativei justicei merupakani suatui pendekatani yangi dipakaii untuki 

menyelesaikani masalahi dii luari pengadilani dengani mediasii ataui musyawarahi 

dalami mencapaii suatui keadilani yangi diharapkani olehi parai pihaki yaitui antarai 

laini pelakui tindaki pidanai sertai korbani tindaki pidanai untuki mencarii solusii 

terbaiki yangi disepakatii olehi parai pihak.30 

 
28 W.J.S. Poerwadarminta. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta. Bina Pustaka. 1999, hlm. 228. 
29 Ibid hlm.457 
30 Kurniawan Tri Wibowo dan Erri Gunrahti Op Cit, hlm. 28 
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e. Kekerasani Dalami Rumahi Tanggai (KDRT)i adalahi setiapi perbuatani terhadapi 

seseorangi terutamai perempuan,i yangi berakibati timbulnyai kesengsaraani ataui 

penderitaani secarai fisik,i seksual,i psikologis,i dan/ataui penelantarani rumahi 

tanggai termasuki ancamani untuki melakukani perbuatan,i pemaksaan,i ataui 

perampasani kemerdekaani secaraimelawanihukumi dalami lingkupi rumahi tangga. 

 

E. Sistematikai Penulisan 

Untuki memudahkani penulisani dani penyempurnaani isii skripsii ini,i diperlukani 

kerangkai penulisani yangi sistematis.i Sistematikai penulisani skripsii inii terdirii darii 5i 

babi yangi disusuni dalami setiapi babi sebagaii berikut: 

I. PENDAHULUAN 

Babi inii berisii latari belakangi masalah,i permasalahani dani ruangi lingkupi penelitian,i 

tujuani dani kegunaani penelitian,i kerangkai teoritis,i sertai sistematikai penulisani yangi 

digunakani untuki memberikani pemahamani terhadapi isii penelitiani secarai garisi 

besar. 

II. TINJAUANi PUSTAKA 

Babi inii berisii berbagaii pengertiani ataui teorii yangi berkaitani dengani kajiani 

mengenaii analisisi perani jaksai dalami penerapani restorativei justicei padai 

penyelesaiani perkarai kekerasani dalami rumahi tangga. 

III. METODEi PENELITIAN 

Babi inii berisii metode-metodei yangi digunakani dalami penelitian,i diawalii darii 

pendekatani masalah,i sumberi data,i proseduri pengumpulani dani pengolahani datai 

sertai analisisi data. 
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IV. HASILi PENELITIANi DANi PEMBAHASAN 

Babi inii merupakani pembahasani tentangi berbagaii hali yangi terkaiti langsungi dengani 

pokoki permasalahani yangi akani dibahasi dalami penelitiani ini,i yaitui bagaimanakahi 

perani Jaksai dalami Penerapani Restorativei Justicei padai penyelesaiani perkarai 

Kekerasani Dalami Rumahi Tanggai melaluii pendekatani restorativei justice,i sertai 

faktor-faktori apai sajai yangi menjadii hambatani bagii Jaksai dalami penerapani 

restorativei justicei padai penyelesaiani perkarai Kekerasani Dalami Rumahi Tanggai 

padai Kejaksaani tinggii Provinsii Lampung 

V. PENUTUP 

Berisii kesimpulan-kesimpulani umumi berdasarkani hasili analisisi dani pembahasani 

penelitian,i sertai berbagaii usulani yangi sejalani dengani permasalahani penelitiani 

yangi dikemukakani olehi parai pihak. 

 



 
 

 
 

II. TINJAUANi PUSTAKA 

 

A. Pengertiani Peran 

Secarai etimologii perani merupakani individui yangi melakukani tindakani yangi manai 

tindakani tersebuti diharapkani olehi masyarakati lain.i Hali inii berartii setiapi tindakani 

yangi dimilikii olehi setiapi individui mempunyaii artii pentingi untuki sebagiani orang.i 

Perani jugai dapati dikatakani sebagaii sebuahi perilakui yangi diharapkani darii 

seseorangi yangi memilikii status,i sedangkani statusi itui sendirii sebagaii suatui 

peringkati ataui posisii seseorangi dalami suatui kelompoki ataui posisii suatui kelompoki 

dalami hubungani dengani kelompoki lainnya. 

Perani jugai merupakani aktivitasi yangi dijalankani seseorangi ataui suatui 

lembaga/organisasi.i Perani yangi harusi dijalankani olehi suatui lembaga/organisasii 

biasanyai diaturi dalami suatui ketetapani yangi merupakani fungsii darii lembagai 

tersebut.i Perani itui adai duai macami yaitui perani yangi diharapkani (expectedi role)i dani 

perani yangi dilakukani (actuali role).i Padai saati melaksanakani perani yangi 

dijalankannya,i terdapati faktori pendukungi dani penghambat. 

Setiapi orangi ataui individui memilikii peranani yangi berbedai satui samai laini sesuaii 

dengani kedudukani yangi merekai tempati.i Kedudukani yangi merekai tempatii itui 

memunculkani sebuahi harapani ataui suatui keinginani tertentui darii orang-orangi 

disekitarnya.i i Misalnya,i i dalami i peranani i yangi i i berhubungani i i dengani i i pekerjaan, 
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seseorangi ataui individui diharapkani dapati menjalankani kewajibani yangi 

berhubungani dengani perani yangi dipegangnya.i Davidi berryi menjelaskani bahwai 

dalami suatui peranani memilikii 2i macami harapani yakni,i harapani darii masyarakati 

terhadapi kewajibani sebagaii pemegangi perani dani harapan-harapani darii sii 

pemegangi perani terhadapi masyarakati yangi berhubungani dengannyai dalami 

menjalankani perani ataui kewajiban-kewajibannya.31
i  

Sutartoi mengemukakani bahwai perani itui terdirii darii tigai komponen,i yaitu:i  

a) Konsepsii peran,i yaitu:i kepercayaani seseorangi tentangi apai yangi dilakukani 

dengani suatui situasii tertentu.i  

b) Harapani peran,i yaitu:i harapani orangi laini terhadapi seseorangi yangi 

mendudukii posisii tertentui mengenaii bagaimanai iai seharusnyai bertindak.i  

c) Pelaksanaani peran,i yaitu:i perilakui sesungguhnyai darii seseorangi yangi 

beradai padai suatui posisii tertentu.i Kalaui ketigai komponeni tersebuti 

berlangsungi serasi,i makai interaksii sosiali akani terjalini kesinambungani dani 

kelancarannya.32 

 

Menuruti Soerjonoi Soekantoi perani merupakani suatui prosesi dinamisi kedudukani 

(status),i apabilai seseorangi melaksanakani haki dani kewajibannyai sesuaii dengani 

kedudukannya,i diai menjalankani suatui peranan.i Artinyai kedudukani dani peranani 

menjadii hali yangi sangati penting,i karenai keduanyai tidaki dapati dipisahkan.i 

33Kedudukani sendirii merupakani suatui wadahi yangi isinyai terdapati haki dani 

kewajibani tertentu,i sedangkani haki dani kewajibani tersebuti dapati dikatakani sebagaii 

peran.i Olehi sebabi itu,i makai seseorangi yangi mempunyaii kedudukani tertentui dapati 

dikatakani sebagaii pemegangi peran. 

 
31 David Berry, Pokok-Pokok Pikiran Dalam Sosiologi (Jakarta: Rajawali, 1983), hlm. 99-101 
32 Sutarto, Dasar-Dasar Organisasi (Yogyakarta: UGM Press, 2009), hlm.138 
33 Soerjono Soekanto, loc cit, hlm.242 
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Adapuni pembagiani perani menuruti Soerjonoi Soekantoi perani dibagii menjadii 3i 

yaitui sebagaii berikut:i  

1) Perani Aktifi adalahi perani yangi diberikani olehi anggotai kelompoki karenai 

kedudukannyai didalami kelompoki sebagaii aktifitasi kelompok,i sepertii 

pengurus,i pejabat,i dani lainnyai sebagainya.i  

2) Perani Partisipatifi adalahi perani yangi diberikani olehi anggotai kelompoki 

kepadai kelompoknyai yangi memberikani sumbangani yangi sangati bergunai 

bagii kelompoki itui sendiri.i  

3) Perani Pasifi adalahi sumbangani anggotai kelompoki yangi bersifati pasif,i 

dimanai anggotai kelompoki menahani darii agari memberikani kesempatani 

kepadai fungsi-fungsii lainnyai dalami kelompoki sehinggai berjalani dengani 

baik.34 

 

Darii beberapai pengertiani diatas,i dapati diketahuii bahwai pengertiani perani adalahi 

suatui sikapi ataui perilakui yangi diharapkani olehi banyaki orangi ataui sekelompoki 

orangi terhadapi seseorangi yangi memilikii statusi ataui kedudukani tertentu. 

B. Tinjauani Umumi Mengenaii Kejaksaan 

1. Pengertiani Kejaksaan 

Kejaksaani merupakani lembagai negarai yangi melaksanakani kekuasaani negara,i 

khususnyai dii bidangi penuntutan.i Sebagaii badani yangi berwenangi dalami penegakani 

hukumi dani keadilan,i Kejaksaani dipimpini olehi Jaksai Agungi yangi dipilihi olehi dani 

bertanggungi jawabi kepadai Presiden.i Kejaksaani Agung,i Kejaksaani Tinggi,i dani 

Kejaksaani Negerii merupakani kekuasaani negarai khususnyai dibidangi penuntutan,i 

dimanai semuanyai merupakani satui kesatuani yangi utuhi yangi tidaki dapati 

dipisahkan.35 

Kejaksaani dalami menjalankani fungsi,i tugas,i dani wewenangnyai terlepasi darii 

pengaruhi kekuasaani pemerintahi dani kekuasaani lainnya.i Pelaksanaani kekuasaani 

 
34 Soerjono Soekanto, Op Cit, hlm.243 
35 Hamzah, Erna Dewi, Sunaryo, dkk. Op Cit, hlm.36 
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negarai dalami Undang-Undangi dapati dilaksanakani secarai merdekai yangi dijelaskani 

dalami Pasali 1i ayati (1)i Undang-Undangi Nomori 11i Tahuni 2021i bahwa: 

“Kejaksaani Republiki Indonesiai yangi selanjutnyai disebuti Kejaksaani adalahi 

lembagai pemerintahani yangi fungsinyai berkaitani dengani kekuasaani kehakimani 

yangi melaksanakani kekuasaani negarai dibidangi penuntutani sertai kewenangani laini 

berdasarkani undang-undang." 

Undang-Undangi Nomori 11i Tahuni 2021i jugai mengisyaratkani bahwai lembagai 

Kejaksaani beradai padai posisii sentrali dengani perani strategisi dalami pemantapani 

ketahanani bangsa.i Karenai kejaksaani beradai dii porosi dani menjadii filteri antarai 

prosesi penyidikani dani prosesi pemeriksaani dii persidangani sertai jugai sebagaii 

pelaksanai penetapani dani keputusani pengadilan.i Sehingga,i Lembagai Kejaksaani 

sebagaii pengendalii prosesi perkarai (Dominusi Litis),i karenai hanyai institusii 

Kejaksaani yangi dapati menentukani apakahi suatui kasusi dapati diajukani kei 

Pengadilani ataui tidaki berdasarkani alati buktii yangi sahi menuruti Hukumi Acarai 

Pidana. 

Kejaksaani jugai merupakani satu-satunyai instansii pelaksanai putusani pidanai 

(executivei ambtenaar).i Selaini berperani dalami perkarai pidana,i Kejaksaani jugai 

memilikii perani laini dalami Hukumi Perdatai dani Tatai Usahai Negara,i yaitui dapati 

mewakilii Pemerintahi dalami Perkarai Perdatai dani Tatai Usahai Negarai sebagaii Jaksai 

Pengacarai Negara.i Jaksai sebagaii pelaksanai kewenangani tersebuti diberii wewenangi 
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sebagaii Penuntuti Umumi sertai melaksanakani putusani pengadilan,i dani wewenangi 

laini berdasarkani undang-undang.36 

2. Tugasi dani Wewenangi Kejaksaan 

Jaksai memilkii kedudukani sebagaii aparati penegaki hukumi sehinggai jaksai memilkii 

wewenangi dalami melakukani penuntutani tanpai adai campuri tangani olehi 

pemerintahan.i Wewenangi dani kedudukani jaksai adalahi melakukani penuntutan,i 

pengawasani dani penyidikan.i Berdasarkani ketentuani Pasali 1i ayati (1)i Undang-

Undangi Nomori 11i Tahuni 2021i dapati dipahamii secarai jelasi bahwai salahi satui 

kewenangani yangi dimilikii kejaksaani adalahi untuki melakukani penuntutani yangi 

dalami ketentuani Pasali 1i ayati (4)i UUi Nomori 11i Tahuni 2021i kejaksaani 

didefinisikani sebagaii tindakani penuntuti umumi untuki melimpahkani perkarai kei 

pengadilani negerii yangi berwenangi dalami hali dani menuntuti carai yangi diaturi dalami 

hukumi acarai pidanai dengani permintaani supayai diperiksai dani diputusi olehi hakimi 

dii sidangi pengadilan.i  

Sedangkani Pasali 1i ayati (2)i UUi Nomori 11i Tahuni 2021i menjelaskani bahwai 

penuntuti umumi adalahi jaksai yangi diberii wewenangi olehi undang-undangi untuki 

melakukani penuntutani dani melaksanakani penetapani hakimi sertai wewenangi laini 

berdasarkani Undang-Undang.i Dengani keseluruhani ketentuani tersebuti dapati 

ditariki simpulani bahwai kejaksaani merupakani lembagai yangi menjalankani 

kewenangani penuntutani dalami mekanismei penegakani hukumi dii Indonesiai yangi 

berhubungani langsungi dengani sistemi peradilani dii Indonesia. 

 
36 Marwan Effendy, Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum, (Jakarta: Gramedia, 

2005) hlm. 7-15. 
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Berdasarkani ketentuani dalami UUi Nomori 11i Tahuni 2021i jugai dapati dipahamii 

bahwai kejaksaani memilikii perani yangi strategisi untuki melanjutkani suatui perkarai 

hukumi kei pengadilani negerii melaluii tindakani pelimpahani ataupuni tidaki 

melanjutkani suatui perkarai hukumi dengani tidaki melimpahkannyai kei pengadilani 

negeri.i Sehinggai dalami hali inii diketahuii bahwasanyai kejaksaani mampui untuki 

menentukani suatui mekanismei peradilani dapati dilakukani ataupuni tidak.i Lebihi 

lanjuti dalami penjelasani Pasali 37i ayati (1)i Undang-Undangi tentangi Kejaksaani 

Republiki Indonesiai menerangkani bahwai jaksai agungi memilikii tanggungi jawabi 

atasi penuntutani yangi dilaksanakani secarai independeni melaluii keadilani restoratifi 

yaitui dengani menimbangi antarai kepastiani hukumi dani kemanfaatani hukum. 

3. Kedudukani Kejaksaan 

Kedudukani kejaksaani sebagaii suatui lembagai pemerintahi dalami menjalankani 

kekuasaani negarai sebagaii penuntuti yangi bersifati dualistiki sebagaii berikut: 

a. Sebagaii suatui lembagai pemerintahi yaitui tunduki dani bertanggungi jawabi padai 

Presideni dani mengikutii kepentingani sertai garisi politiki pemerintah. 

b. Secarai fungsionali dalami melaksanakani penuntutani dii pengadilani yaitui 

memperhatikani asas-asasi hukumi dalami melakukani penuntutani dani penegaki 

hukumi yangi bersifati independeni yaitui terlepasi darii campuri tangani instansii 

maupuni kekuasaani lainnyai dalami menjalankani fungsinyai harusi 

memperhatikani keadilani bagii masyarakati dani bertanggungi jawab.37 

 
37 Marwan Effendy Op Cit, hlm. 18. 
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C. Tinjauani Umumi Mengenaii Restorativei Justice 

1. Pengertiani dani Konsepi Restorativei Justicei  

Sebelumi masuki padai pengertiani dani konsepi restorativei justice,i terlebihi dahului 

dipahamii bahwai gerakani keadilani restoratifi adalahi gerakani sosiali globali dengani 

keragamani internali yangi sangati besar.i Tujuani luasnyai adalahi untuki mengubahi 

carai masyarakati kontemporeri memandangi dani meresponsi kejahatani dani bentuk-

bentuki perilakui bermasalahi yangi terkait.i Pengertiani restorativei justicei masihi 

memilikii banyaki definisii menuruti parai ahli.i Tidaki mudahi untuki memberikani 

pengertiani tunggali mengenaii restorativei justicei yangi mencakupi keseluruhani 

secarai komprehensif.i Hali tersebuti disebabkani penerapani restorativei justicei 

diberbagaii negarai ataui wilayahi berbeda-bedai dani terusi berkembang. 

Menuruti Danieli W.i Vani Nessi dani Kareni Heetderksi Strongi mendefinisikani 

restorativei justicei adalahi teorii keadilani yangi menekankani perbaikani kerusakani 

yangi disebabkani ataui diungkapkani olehi perilakui kriminal.i Yangi terbaiki dicapaii 

melaluii prosesi kerjai samai yangi melibatkani semuai pemangkui kepentingan.i Senadai 

dengani Danieli W.i Vani Nessi dani Kareni Heetderksi Strong,i Bagiri Manan,i 

berpendapati bahwai menurutnyai bilai keadilani restoratifi adalahi terjemahani darii 

restorativei justicei masihi membingungkan,i alasannyai adalahi karenai adai 

kemungkinani misleading:i mengirai restorativei justicei adalahi suatui jenisi keadilani 

sepertii berbagaii ajarani keadilani (attributivei justice,i distributivei justice,i sociali 

justice,i dani lain-lain).38 

 
38 R. Wiyono, Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Cetakan 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 

hlm. 38. 
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Bagiri Manani melanjutkani bahwai restorativei justicei tidaki pulai begitui tepati 

diterjemahkani sebagaii “peradilani restoratif”,i karenai konsepi restorativei justicei 

adalahi carai menyelesaikani perbuatani (tindak)i pidanai dii luari prosesi peradilani (outi 

ofi criminali judiciali procedure)i ataui sekurang-kurangnyai tidaki sepenuhnyai 

mengikutii acarai peradilani pidana.i Restorativei justicei merupakani konsepi 

pemidanaani dengani maksudi menemukani jalani untuki menegakkani sistemi 

pemidanaani yangi lebihi adili dani berimbang.i Demii menegakkani sistemi pemidanaani 

yangi lebihi adili dani berimbang,i restorativei justicei tidaki terbatasi padai ketentuani 

hukumi (formali dani material).i Restorativei justicei jugai merupakani alternatifi ataui 

carai laini peradilani criminali dengani mengedepankani pendekatani integrasii pelakui 

dii satui sisii dani korbani ataui masyarakati dii laini sisii sebagaii satui kesatuani untuki 

mencarii solusii sertai kembalii padai polai hubungani baiki dalami masyarakat.39 

Restorativei justicei merupakani alternatifi ataui carai laini peradilani kriminali dengani 

mengedepankani pendekatani integrasii pelakui dii satui sisii dani korbani ataui 

masyarakati dii sisii laini sebagaii satui kesatuani untuki mencarii solusii sertai kembalii 

padai polai hubungani baiki dalami masyarakat.i Padai tatarani implementasinya,i 

restorativei justicei masihi terdapati perdebatani antarai parai ahlii hukum.i Perdebatani 

tersebuti seputari mekanismei penyelesaiani yangi dilakukani dalami penyelesaiani 

tindaki pidanai melaluii restorativei justice.i Mekanismei penyelesaiani dalami yangi 

ditawarkani olehi pendekatani ataui konsepi keadilani restoratifi (restorativei justice)i 

berbedai dengani mekanismei penyelesaiani yangi ditawarkani olehi sistemi peradilani 

pidanai yangi adai saati ini.i Hali tersebuti disebabkani karenai mekanismei yangi 

ditawarkani olehi pendekatani ataui konsepi keadilani restoratifi (restorativei justice)i 

 
39 Kuat Puji Prayitno Op Cit hlm. 409. 
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lebihi mengedepankani konsepi perdamaian,i konsepi mediasii dani konsepi rekonsiliasii 

dii manai pelaku,i korban,i aparati penegaki hukumi dani masyarakati luasi berpartisipasii 

secarai langsungi dalami menyelesaikani perkarai pidana.i Sedangkani sistemi peradilani 

pidanai tradisionali berbedai dengani konsepi yangi disajikani dalami restorativei justice,i 

yaknii padai kenyataannyai hampiri seluruhi tindaki pidanai yangi ditanganii olehi sistemi 

peradilani pidanai Indonesiai selalui berakhiri dii penjara.40 

2. Tujuani Penerapani Restorativei Justice 

Tujuani darii restorativei justicei menuruti pengertiani keadilani restoratifi yangi 

tercantumi dalami Pasali 1i Ayati (6)i Undang-Undangi No.i 11i Tahuni 2012i tentangi 

Sistemi Peradilani Pidanai Anaki menyatakani bahwa:i “Untuki bersama-samai mencarii 

penyelesaiani yangi adili dengani menekankani pemulihani kembalii padai keadaani 

semulai dani bukani pembalasan.”i Artinyai prosesi penyelesaiani tindaki pidanai 

melaluii restorativei justicei adalahi untuki mencapaii penyelesaiani yangi adili dani 

berimbangi antarai korbani dani pelakui dengani menekankani pemulihani kembalii padai 

keadaani semulai antarai keduanyai ataupuni pihaki laini yangi terkenai dampaki darii 

tindaki pidanai tersebut.41 

Bagiri Manani jugai mengungkapkani bahwai restorativei justicei merupakani konsepi 

pemidanaani dengani maksudi menemukani jalani untuki menegakkani sistemi 

pemidanaani yangi lebihi adili dani berimbang.i Sehinggai keadaani darii masing-masingi 

yangi terkenai dampaki darii tindaki pidanai diselesaikani secarai adili dani berimbangi 

sesuaii dengani keadaani sebelumi terjadinyai tindaki pidana.i Demii menegakkani 

sistemi pemidanaani yangi lebihi adili dani berimbang,i restorativei justicei tidaki 

 
40 Ibid, hlm. 408. 
41 Hamzah, Erna Dewi, Sunaryo, dkk. Op Cit, hlm 51 
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terbatasi padai ketentuani hukumi (formali dani material).42
i Ridwani Mansyuri 

mengemukakani bahwai tujuani utamai darii restorativei justicei itui sendirii adalahi 

pencapaiani keadilani yangi seadil-adilnyai terutamai bagii semuai pihaki yangi terlibati 

dii dalamnya,i dani tidaki sekedari mengedepankani penghukuman. 

Menuruti Bazemorei dani Lodei Walgraveyangi mendefinisikani restorativei justicei 

sebagaii setiapi aksii yangi padai dasarnyai bermaksudi melakukan/membuati keadilani 

dengani melakukani perbaikani atasi kerugiani yangi terjadii olehi kriminal.i Dengani 

definisii tersebuti dapati diambili bahwai restorativei justicei bertujuani untuki membuati 

keadilani dengani carai melakukani perbaikani atasi kerugiani yangi terjadii akibati darii 

tindaki pidanai yangi dilakukani seseorang.43 

3. Prinsip-Prinsipi Penerapani Restorativei Justice 

Menuruti Bardai Nawawii Arief,i metodei mediasii penali jugai dapati diterapkani untuki 

semuai tipei pelakui tindaki pidanai ataui semuai tipei tindaki pidana.i Perbedaani tersebuti 

antarai laini adanyai pihaki ketigai yangi menengahi,i pihaki ketigai tersebuti tidaki 

mempunyaii kewenangani memutus,i pihaki ketigai harusi bersikapi netral,i dani 

berdasarkani kesukarelaani dani iktikadi baiki parai pihak. 

Mediasii penali sebagaii instrumenti darii restorativei justicei dikenali dengani berbagaii 

istilahi yangi berbeda.i Terminologii yangi palingi awali yangi dikenali adalahi Victim-

Offenderi Reconciliationi Program.i Istilahi inii jarangi dipakaii karenai banyaki pakari 

menilaii penggunaani istilahi rekonsiliasii tidaki cocoki karenai terlalui agamisi dani tidaki 

menggambarkani prosesi perdamaian.i Istilahi yangi lebihi banyaki digunakani 

 
42 R. Wiyono, Op Cit hlm 39. 
43 Ridwan Mansyur, Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Sistem Peradilan 

Pidana Dalam Perspektif Restorative Justice, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 5, No. 3, 2016, 

hlm.439. 
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selanjutnyai adalahi Victim-Offenderi Mediationi (Mediasii antarai Korbani dani 

Pelaku).i Salahi seorangi pakari mediasii penali dii Dunia,i Marki Umbreiti memakaii 

istilahi pendekatani mediasii yangi manusiawii (Humanistici Mediation).i Adapuni 

istilahi mediasii tidaki hanyai digunakani dalami ranahi hukumi perdatai sajai akani tetapii 

jugai digunakani dalami ranahi hukumi pidana,i penggunaani istilahi penali mediationi 

dikarenakani mediasii digunakani untuki mendamaikani merekai yangi berperkarai 

pidanai kalaui dii Belandai dikenali dengani strafbemiddelingi sedangkani dii Perancisi 

istilahi inii dikenali dengani dei mediationi penale.44 

Menuruti Adrianusi Meliala,i penggunaani modeli restoratifi dikarenakani sistemi 

peradilani pidanai dani pemidanaani yangi sekarangi berlakui menimbulkani masalah.i 

Dalami sistemi kepenjaraani sekarangi tujuani pemberiani hukumani adalahi penjeraan,i 

pembalasani dendam,i dani pemberiani deritai sebagaii konsekuensii perbuatannya.i 

Indikatori penghukumani diukuri darii sejauhi manai narapidanai (napi)i tunduki padai 

peraturani penjara.i Jadi,i pendekatannyai lebihi kei keamanani (securityi approach).i 

Selaini pemenjaraani yangi membawai akibati bagii keluargai napi,i sistemi yangi berlakui 

sekarangi dinilaii tidaki melegakani ataui menyembuhkani korban.i Apalagi,i prosesi 

hukumannyai memakani waktui lama.i Sebaliknya,i padai modeli restorativei yangi 

ditekankani adalahi resolusii konflik.i Pemidanaani restoratifi melibatkani korban,i 

keluarga,i dani pihak-pihaki laini dalami menyelesaikani masalah.i Disampingi itu,i 

menjadikani pelakui tindaki pidanai bertanggungi jawabi untuki memperbaikii kerugiani 

yangi ditimbulkannya. 

 
44 Dheny Wahyudi, Herry Liyus, Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Jurnal Sains Sosio Humaniora, Vol. 4, No. 2, 2020, hlm. 498. 
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Penggunaani modeli restorativei justicei harusi dilakukani padai setiapi tingkatani 

peradilani mulaii darii kepolisian,i kejaksaan,i dani pengadilani sertai jugai lembagai 

pemasyarakatan.i Adai beberapai prinsipi dasari restorativei justicei melaluii mediasii 

dengani memperhatikani beberapai persyaratani misalnyai kekerasani dalami rumahi 

tanggai ataui pelecehani seksual,i yaitu: 

1) Adanyai persetujuani darii korbani  

2) Penghentiani kekerasani  

3) Tanggungi jawabi pelakui  

4) Bebani kesalahani adai padai pelakui bukani padai korbani  

5) Barui dapati dilakukani mediasii kalaui sii korbani menyetujuinya.45 

Keberagamani yangi dimilikii Indonesiai baiki suku,i adati istiadati nya,i dani bahasai 

akani tetapii dalami hali penyelesaiani sengketai yangi terjadii dii dalami masyarakati 

dilakukani dengani carai musyawarahi mufakati hali inii hampiri samai dengani 

penyelesaiani dengani carai mediasi,i hali inii menunjukkani bahwai penggunaani 

konsepi mediasii dalami penanganani perkarai sudahi lamai digunakani dii Indonesiai 

tidaki hanyai dalami perkarai privati akani tetapii jugai dalami perkarai publik,i merekai 

yangi berperkarai duduki bersamai mencarii solusii permasalahannyai dengani putusani 

yangi dapati diterimai olehi semuai pihak. 

Penggunaani modeli mediasii dalami penanganani perkarai dii Indonesiai merupakani 

sesuatui yangi mudahi dilakukani hali inii dikarenakani antari hubungani masyarakati 

tidaki jarangi masihi memilikii hubungani kekerabatan.i Sesuaii dengani adati ketimurani 

yangi sudahi mengakari padai masyarakat,i sehinggai merekai lebihi mengutamakani 

 
45 Ibid, hlm. 499. 
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terjalinnyai hubungani silaturahmii yangi erati antari keluargai dani masyarakati darii 

padai mengambili keuntungani padai saati terjadii konflik.i Penyelesaiani melaluii 

lembagai peradilani tidaki menghasilkani sebuahi keuntungani bagii merekai yangi 

berkonfliki akani tetapii malahi sebaliknyai hubungani baiki menjadii rusaki hanyai 

sekedari menyelamatkani namai baik. 

Menuruti pendapati Bardai Nawawii bahwai penggunaani mediasii penali 

dimungkinkani dalami kasusi tindaki pidanai anak,i tindaki pidanai orangi dewasai (adai 

yangi dibatasii untuki deliki yangi diancami pidanai penjarai maksimumi tertentu),i 

tindaki pidanai dengani kekerasani (violenti crime),i tindaki pidanai kekerasani dalami 

rumahi tanggai (domestici violence),i dani kasusi perbankani yangi beraspeki hukumi 

pidana.i Belumi adanyai landasani hukumi yangi kuati dalami menyelesaikani perkarai 

pidanai diluari pengadilani menjadii masalahi tersendirii dalami penerapani nyai akani 

tetapii dalami praktiknyai hali inii terjadii terhadapi perkarai tertentui yangi tidaki 

dilanjutkani prosesnyai kei tahapi penuntutani dii pengadilani melaluii diskresii aparati 

kepolisian.46 

D. Pengertiani Tindaki Pidanai Kekerasani dalami Rumahi Tangga 

Tindaki Pidanai merupakani suatui perbuatani yangi dilarangi olehi suatui regulasii 

hukum,i dimanai dalami larangani tersebuti disertaii dengani ancamani (sanksi)i yangi 

dapati berupai hukumani pidanai tertentui bagii siapai sajai yangi melakukani 

pelanggarani terhadapi regulasii tersebut.47
i Perkawinani merupakani institusii yangi 

sangati pentingi dalami masyarakat.i Eksistensii institusii inii adalahi melegalkani 

hubungani hukumi antarai seorangi laki-lakii dengani seorangi wanita.i Menuruti 

 
46 Ibid, hlm. 500. 
47 Nikmah Rosidah, Asas-Asas Hukum Pidana, (Semarang: Penerbit Pustaka Magister) hlm. 10. 
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Undang-Undangi Nomori 1i Tahuni 1974i tentangi Perkawinan,i menyebutkani bahwa,i 

perkawinani adalahi ikatani lahiri batini antarai priai dengani seorangi wanitai sebagaii 

suamii istrii dengani tujuani membentuki keluargai (rumahi tangga)i yangi bahagiai dani 

kekali berdasarkani Ketuhanani Yangi Mahai Esa. 

Tujuani perkawinani adalahi membentuki keluargai (rumahi tangga)i yangi bahagiai 

lahiri batin.i Namun,i tidaki selamanyai tujuani perkawinani itui akani bertahani 

selamanyai ataui tercapai.i Hali inii disebabkani salahi satui pihaki melakukani kekerasani 

dalami rumahi tanggai terhadapi pihaki lainnya.i Perbuatani tersebuti digolongkani 

dalami perbuatani pidanai yangi disebuti tindaki pidanai kekerasani dalami rumahi 

tangga. 

Padai Hukumi Pidanai dikenali apai yangi disebuti Asasi Kesalahani yaitui “Tiadai Pidanai 

Tanpai Kesalahan”i walaupuni asasi inii tidaki secarai tegasi tercantumi dalami KUHPi 

maupuni peraturani lainnya,i namuni berlakunyai asasi tersebuti dewasai inii sudahi tidaki 

diragukani lagi.i Hali inii sejalani dengani perkembangani ilmui hukumi pidanai itui 

sendiri,i yangi semulai menitikberatkani padai perbuatani kemudiani berkembangi kei 

arahi hukumi pidanai yangi menitikberatkani padai orangi yangi melakukani tindaki 

pidanai tersebut.i Dengani demikiani hukumi pidanai saati inii dapati disebuti sebagaii 

hukumi pidanai yangi berpijaki padai perbuatani maupuni orangnya.48
i Hali inii tentunyai 

berkaitani jugai dengani seseorangi yangi melakukani sebuahi kesalahani dalami 

menjalankani kehidupani berumahi tangganya,i dimanai kesalahani itui berupai tindaki 

pidanai kekerasani dalami rumahi tangga. 

 
48 Tri Andrisman, Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia Serta Perkembangannya 

Dalam Konsep KUHP 2013, (Bandar Lampung: AURA) hlm.91 
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Istilahi tindaki pidanai kekerasani dalami rumahi tanggai berasali darii bahasai Inggrisi 

yaitui criminali domestici violence,i sedangkani dalami bahasai Belandai disebuti dengani 

crimineeli huiselijki geweldi yangi terdirii darii tigai sukui katai yaitu:i tindaki pidana;i 

kekerasan;i dani rumahi tangga.i Tindaki pidanai dikonsepkani sebagaii perbuatani 

pidanai yangi berkaitani dengani kejahatan,i sedangkani kekerasani dani rumahi tanggai 

dapati dianalisisi darii pengertiani yangi tercantumi dalami Undang-Undangi dani 

pendapati ahli. 

Kekerasani diartikani sebagaii “Perbuatani seseorangi ataui sekelompoki orangi yangi 

menyebabkani cederai ataui matinyai orangi laini ataui menyebabkani kerusakani fisiki 

ataui barangi orangi lain”.i Dalami pengertiani inii terdapati duai substansii yaknii yangi 

melakukani perbuatani itui dani akibati darii perbuatani itu.i Dengani melihati darii yangi 

melakukani perbuatani itui (kekerasan)i dapati dibedakani menjadii duai yaknii 

perseorangani ataui satui orangi dani kelompoki (banyaki orang).i Sedangkani akibati darii 

perbuatani itui (kekerasan)i yaitui dapati berupai cedera;i matinyai orangi lain;i kerusakani 

fisik;i ataui kerusakani barangi orangi lain.i Cederai yangi dimaksudi adalahi cacati (luka)i 

sedikiti yangi dialamii olehi korban.i Sedangkani matinyai orangi laini adalahi 

meninggalnyai ataui tidaki bernyawai lagii korbani ataui orangi laini akibati darii 

kekerasani yangi dilakukani olehi pelaku.i Yangi dimaksudi dengani kerusakani fisiki 

dalami konteksi inii adalahi suatui keadaani dii manai korbani tidaki sempurnai lagii 

kondisii badannyai yangi disebabkani adanyai kekerasani yangi dilakukani olehi pelaku.i 

Sedangkani kerusakani barangi orangi laini adalahi tidaki sempurnai lagii kondisii barangi 

orangi laini yangi disebabkani adanyai kekerasani yangi dilakukani olehi pelaku.49 

 
49 Joko Sriwidodo, Pengantar Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga, (Yogyakarta: Kepel Press, 

2021) hlm. 3-9. 
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Menuruti Pasali 1i Ayati (1)i Undang-Undangi No.i 23i Tahuni 2004i tentangi 

Penghapusani Kekerasani Dalami Rumahi Tanggai menetapkani bahwai yangi 

dimaksudi dengani kekerasani dalami rumahi tanggai adalah: 

“Setiapi perbuatani terhadapi seseorangi terutamai perempuan,i yangi berakibati 

timbulnyai kesengsaraani ataui penderitaani secarai fisik,i seksual,i psikologis,i 

dan/ataui penelantarani rumahi tanggai termasuki ancamani untuki melakukani 

perbuatan,i pemaksaan,i ataui perampasani kemerdekaani secarai melawani hukumi 

dalami lingkupi rumahi tangga.” 

Padai pasali tersebuti terdapati 2i (dua)i substansii yangi dapati diambili yaitui perbuatani 

dani akibati perbuatani tersebut.i Perbuatani tersebuti dilakukani terhadapi seseorangi 

terutamai perempuan.i Padai pasali tersebuti menyatakani bahwai korbani dalami 

kekerasani dalami rumahi tanggai adalahi siapai sajai yangi beradai dalami lingkupi rumahi 

tangga,i terutamai perempuan.i Pasali tersebuti menitiki beratkani yangi menjadii korbani 

adalahi perempuani disebabkani perempuani rentani terhadapi kekerasan.i Akani tetapii 

adakalanyai laki-lakii jugai menjadii korban.i Selaini itui yangi rentani terhadapi 

kekerasani adalahi anak-anak.i Sedangkani akibati darii perbuatani tersebuti adalahi 

timbulnyai kesengsaraani ataui penderitaani secarai fisik,i seksual,i psikologis;i dan/ataui 

penelantarani rumahi tangga,i termasuki ancamani untuki melakukani perbuatan,i 

pemaksaan,i ataui perampasani kemerdekaani secarai melawani hukum.50 

E. Unsur-Unsuri Kekerasani dalami Rumahi Tangga 

Unsur-unsuri mengenaii tindaki pidanai KDRTi dapati dilihati berdasarkani pengertiani 

darii KDRTi itui sendiri.i Makai berdasarkani pengertiani KDRTi yangi terdapati dii 

 
50 Anwar Rabbani, Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif 

Restorative Justice, Jurnal Al Adl Jurnal Hukum, Vol. 12, No. 2, 2020, hlm. 367. 
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dalami Pasali 1i butiri 1i UUi No.23i Tahuni 2004i tentangi penghapusani KDRT,i Unsur-

unsuri tindaki pidanai KDRTi adalahi sebagaii berikut: 

a. Setiapi perbuatani yangi dilakukani olehi seseorangi kepadai orangi laini dalami 

lingkupi rumahi tangga.i  

b. Menimbulkani kesengsaraani ataui penderitaani dii dalami lingkupi rumahi 

tangga. 

Berdasarkani unsur-unsuri kekerasani dalami rumahi tanggai tersebut,i makai bentik-

bentuki kekerasani dalami tanggai menuruti UUi No.i 23i Tahuni 2004i tentangi 

penghapusani KDRTi tercantumi dalami Pasali 6,i Pasali 7,i Pasali 8,i Pasali 9,i yakni: 

a. Kekerasani fisik,i yaitui perbuatani yangi mengakibatkani rasai sakit,i jatuhi 

sakit,i ataui lukai berat. 

b. Kekerasani psikis,i yaitui perbuatani yangi mengakibatkani ketakutan,i 

hilangnyai rasai percayai diri,i hilangnyai kemampuani untuki bertindak,i rasai 

tidaki berdaya,i dan/ataui penderitaani psikisi berati padai seseorang. 

c. Kekerasani seksual,i yaitui pemaksaani hubungani seksuali yangi dilakukani 

terhadapi orangi yangi menetapi dalami lingkupi rumahi tanggai tersebut.i Selaini 

itui jugai pemaksaani hubungani seksuali terhadapi salahi seorangi dalami 

lingkupi rumahi tangganyai dengani orangi laini untuki tujuani komersiali 

dan/ataui tujuani tertentu. 

d. Penelantarani rumahi tanggai jugai dapati dikategorikani dalami pengertiani 

kekerasan,i karenai Setiapi orangi dilarangi menelantarkani orangi dalami 

lingkupi rumahi tangganya,i padahali menuruti hukumi yangi berlakui baginyai 

ataui karenai persetujuani ataui perjanjiani iai wajibi memberikani kehidupan,i 

perawatan,i ataui pemeliharaani kepadai orangi tersebut.i Penelantarani tersebuti 

jugai berlakui bagii setiapi orangi yangi mengakibatkani ketergantungani 

ekonomii dengani carai membatasii dan/ataui melarangi untuki bekerjai yangi 

layaki dii dalami ataui dii luari rumahi sehinggai korbani beradai dii bawahi kendalii 

orangi tersebut. 

 

F. Pengaturani Mengenaii Kekerasani dalami Rumahi Tangga 

Pengaturani mengenaii KDRTi terdapati dalami Undang-Undangi Nomori 23i Tahuni 

2004i tentangi Penghapusani Kekerasani Dalami Rumahi Tangga.i Undang-Undangi 

penghapusani kekerasani dalami rumahi tanggai tidaki hanyai mengaturi tentangi 
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perlindungani dani pemulihani terhadapi korbani kekerasani dalami lingkupi rumahi 

tanggai akani tetapii jugai mengaturi tentangi pencegahan.i Dalami Undang-Undangi inii 

jugai disebutkani secarai spesifiki mengenaii batasani dani unsuri perbuatani hali inii tentui 

berbedai dengani perbuatani penganiayaani sepertii yangi diaturi dalami KUHPi (Kitabi 

Undang-Undangi Hukumi Pidana).i Selaini itui jugai disebutkani adanyai kewajibani 

bagii setiapi aparati penegaki hukum,i tenagai kesehatan,i pekerjai sosial,i relawani 

pendamping,i ataui pembimbingi rohanii untuki memberikani perlindungani terhadapi 

korbani sehinggai merekai lebihi sensitifi dani responsifi terhadapi kepentingani rumahi 

tanggai yangi sejaki awali diarahkani padai keutuhani dani kerukunani rumahi tangga.51 

Lingkupi rumahi tanggai sebagaimanai yangi disebutkani dalami peraturani perundang-

undangani terdirii darii pasangani suamii istri,i anak,i dani orang-orangi yangi 

mempunyaii hubungani keluargai karenai hubungani darah,i perkawinan,i persusuan,i 

pengasuhan,i dani perwalian,i yangi menetapi dalami rumahi tanggai dan/ataui orangi 

yangi bekerjai membantui rumahi tanggai dani menetapi dalami rumahi tanggai tersebuti 

dalami jangkai waktui selamai beradai dalami rumahi tanggai yangi bersangkutan.i 

Adapuni tujuani diadakannyai perlindungani hukumi dalami lingkupi rumahi tanggai 

adalahi menghindarii terjadinyai segalai ragami kekerasani dalami rumahi tangga,i 

melindungii korbani terhadapi kekerasani yangi dialami,i mengambili tindakani tegasi 

terhadapi pelakui kekerasani dalami rumahi tanggai dani memeliharai keutuhani rumahi 

tanggai yangi harmonisi dani sejahtera.52 

 
51 Selly Poetri, Eske N. Worang, dan Debby Telly, Prinsip Restorative Justice Dalam Penyelesaian 

Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Jurnal Lex Privatum, Vol. 9, No. 10, 2021, hlm. 

96. 
52 Ibid, hlm. 99. 
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Dalami peraturani perundang-undangani ditentukani perbuatani yangi dilarangi untuki 

dilakukani yakni: 

1) Kekerasani fisik; 

2) Psikis;i  

3) Kekerasani seksual;i ataui  

4) Penelantarani rumahi tangga 

Pencegahani terhadapi tindaki kekerasani dalami rumahi tanggai dilakukani melaluii 

lembagai kementeriani pemberdayaani perempuani yangi diberikani tanggungi jawabi 

untuki penyelenggaraani komunikasi,i edukasi,i dani informasii dalami lingkupi rumahi 

tanggai dalami rangkai upayai pencegahani terjadinyai tindaki kekerasani dalami rumahi 

tangga.i Dalami penanganani korbani Kekerasani Dalami Rumahi Tanggai terhadapi 

perempuan,i pekerjai sosiali harusi terlibati dalami upayai penanganani terpadui darii 

berbagaii sektor.i Perspektifi pekerjaani sosiali memandangi bahwai korbani KDRTi 

harusi segerai mungkini untuki mendapatkani jaminani perlindungani dani keamanani 

sertai pendampingani sosiali agari korbani dapati berfungsii sosiali kembali.53
i Sehinggai 

perlindungani hukumi jugai harusi diberikani secarai menyeluruhi dani memperhatikani 

korban,i pentingnyai sosialisasii terhadapi masyarakati dalami rangkai edukasii dani 

penyadarani akani pentingnyai perlindungani hukumi mengingati segalai tindaki 

kekerasani yangi terjadii dalami rumahi tanggai merupakani kejahatani terhadapi 

martabati manusia. 

 
53 Agung Budi Santoso, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif 

Pekerjaan Sosial, Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, Vol. 10, No. 1, 2019, hlm. 54. 



 

 

 
 

 

 

 

III. METODEi PENELITIAN 

 

A. Pendekatani Masalah 

Pendekatani yangi dilakukani dalami penelitiani inii adalahi secarai yuridisi normatifi dani 

didalamii dengani metodei yuridisi empiris. 

1. Pendekatani Yuridisi Normatifi  

Pendekatani Yuridisi Normatifi adalahi suatui metodologii penelitiani yangi 

dilakukani atasi dasari bahani hukumi primeri dengani mengkajii teori-teori,i 

konsep-konsep,i asas-asasi hukumi dani peraturani perundang-undangani yangi 

relevani dengani penelitiani ini.i Metodei inii disebuti jugai dengani metodei 

kepustakaan,i yangi berkaitani dengani kajiani terhadapi buku-buku,i peraturani 

perundang-undangani dani dokumen-dokumeni laini yangi berkaitani dengani 

penelitian.i Pendekatani Yuridisi Normatifi inii dilakukani dengani carai mempelajarii 

kepustakaani dengani mempelajarii normai ataui kaidahi hukumi mengenaii 

penerapani restorativei justicei padai penyelesaiani perkarai Kekerasani Dalami 

Rumahi Tangga. 

2. Pendekatani Yuridisi Empiris 

Pendekatani Yuridisi Empirisi merupakani suatui pendekatani penelitiani terhadapi 

Identifikasii hukumi dani efektivitasi hukumi yangi dilakukani dengani carai menelitii 

dani i i mengumpulkani i i datai i i primeri i i yangi i i diperolehi i i secarai i i langsungi i i 
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melaluii penelitiani dengani carai observasii yangi mendalami terhadapi 

permasalahani yangi dibahas.54 

B. Jenisi dani Sumberi Datai Penelitian 

1. Datai Primeri  

Datai Primeri adalahi datai yangi diperolehi langsungi darii hasili wawancarai dalami 

rangkai penelitiani terutamai yangi menyangkuti pokoki bahasani penelitiani ini.i 

Padai penelitiani inii penentuani narasumberi yangi didasarkani padai kriteriai 

tertentui yangi sudahi ditetapkan,i ialahi parai pihaki yangi dianggapi kompeteni 

terhadapi permasalahani yangi dibahasi dalami penelitiani inii yaitui mengenaii perani 

Jaksai dalami penerapani restorativei justicei padai penyelesaiani perkarai kekerasani 

dalami rumahi tangga. 

2. Datai Sekunderi  

Datai sekunderi adalahi datai yangi diperolehi darii studii kepustakaani dengani carai 

membaca,i mengutipi dani mengkajii berbagaii literatur,i asas-asasi hukumi yangi 

relevani dengani masalahi yangi diteliti.i Datai sekunderi terdirii darii 4i (empat)i 

bahani hukumi yaitu: 

a) Bahani Hukumi Primeri yaitui antarai laini meliputi: 

1) Undang-Undangi Nomori 1i Tahuni 1946i Junctoi Undang-Undangi Nomori 

73i Tahuni 1958i tentangi Pemberlakuani Kitabi Undang-Undangi Hukumi 

Pidanai (KUHP). 

2) Undang-Undangi Nomori 8i Tahuni 1981i tentangi Hukumi Acarai Pidanai 

(KUHAP) 

 
54 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum. (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 12. 
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3) Undang-Undangi Republiki Indonesiai Nomori 11i Tahuni 2021i tentangi 

Perubahani atasi Undang-Undangi Republiki Indonesiai Nomori 16i Tahuni 

2004i tentangi Kejaksaani Republiki Indonesia. 

4) Undang-Undangi Nomori 23i Tahuni 2004i tentangi Penghapusani 

Kekerasani Dalami Rumahi Tangga. 

b) Bahani Hukumi Sekunderi dalami penelitiani inii yaitu: 

1) Peraturani Kejaksaani Nomori 15i Tahuni 2020i tentangi Penghentiani 

Penuntutani Berdasarkani Keadilani Restoratif 

c) Bahani Hukumi Tersieri merupakani datai pendukungi yangi berasali darii 

informasii darii mediai massa,i terdirii darii karyai ilmiah,i makalahi dani tulisani 

ilmiahi lainnyai yangi berhubungani dengani masalahi yangi diteliti,i dani kamusi 

hukumi maupuni data-datai lain. 

C. Penentuani Narasumber 

Narasumberi adalahi pihak-pihaki yangi menjadii sumberi informasii dalami suatui 

penelitiani dani memilikii pengetahuani sertai informasii yangi diperlukani sesuaii 

dengani permasalahani yangi dibahas.i Narasumberi dalami penelitiani inii sebagaii 

berikut: 

Jaksai Padai Kejaksaani Tinggii Provinsii Lampung   :i 1i Orang 

Doseni Bagiani Pidanai Fakultasi Hukumi Universitasi Lampung :i 1i Orang 

  ________i + 

Jumlah         :i 2i Orang 
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D. Proseduri Pengumpulani dani Pengolahani Data 

1. Proseduri Pengumpulani Data 

Padai pengumpulan-pengumpulani datai dilaksanakani dengani carai sebagaii berikut: 

a. Studii Pustakai (Libraryi Research) 

Mempelajarii literatur-literaturi untuki memperolehi datai sekunderi yangi berkaitani 

dengani masalahi yangi ditelitii berupai asas-asasi hukum,i peraturan-peraturani hukumi 

dani bahani hukumi laini yangi berkaitani dengani masalahi yangi diteliti 

b. Studii Lapangani (Fieldi Research) 

Studii lapangani merupakani penelitiani yangi dilakukani dengani carai observasii 

(pengamatan)i sebagaii upayai pengumpulani data.i Observasii (pengamatan)i adalahi 

pengamatani langsungi terhadapi suatui objeki dalami suatui penelitiani yangi sedangi 

berlangsungi untuki memperolehi informasii sebagaii datai yangi akurati tentangi objeki 

yangi ditelitii dani untuki mengetahuii relevansii jawabani respondeni dengani kenyataani 

yangi ada,i pengamatani langsungi yangi erati kaitannyai dengani objeki penelitian. 

2. Proseduri Pengolahani Data 

Setelahi memperolehi datai primeri dani sekunder,i dilakukani pengecekani 

kelengkapani dani relevansii datai sesuaii dengani permasalahan.i Setelahi dilakukani 

analisisi kelengkapani data,i hali inii dapati diketahuii darii datai yangi digunakani untuki 

dilakukani analisis.i Kegiatani pengolahani datai dilakukani sebagaii berikut: 

a. Identifikasii data,i yaitui pengambilani datai yangi diperolehi agari sesuaii dengani 

pembahasani yangi akani dilakukan,i yaitui dengani menelaahi peraturan,i buku,i 

ataui jurnali yangi berkaitani dengani topiki yangi sedangi dibahas. 
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b. Klasifikasii data,i yaitui hasili darii identifikasii datai yangi selanjutnyai 

diklasifikasikani ataui dikelompokkani untuki memperolehi datai yangi benar-benari 

objektif. 

c. Sistematisasii data,i yaitui menyusuni datai yangi ditentukani secarai sistematisi olehi 

penelitiani untuki memudahkani penelitii dalami menginterpretasikani datai 

tersebut. 

E. Analisisi Data 

Penulisani skripsii inii menggunakani bahan-bahani yangi diperolehi darii tinjauani 

kepustakaani yangi bersumberi darii buku-bukui dani literaturi lain.i Datai yangi 

diperolehi akani dianalisai secarai normatif,i yaitui membandingkani datai yangi 

diperolehi dengani aturani hukum.i Metodei yangi digunakani dalami analisisi datai 

adalahi analisisi kualitatif,i yaitui dengani melibatkani prosesi mengambili informasii 

darii datai yangi adai dani mencobai untuki mengembangkani pemahamani yangi lebihi 

umumi dani menyeluruhi darii datai tersebut.i i Kemudiani menguraikani datai secarai 

bermutui dalami bentuki kalimati yangi teratur,i runtut,i logis,i tidaki tumpangi tindih,i 

dani efektif,i sehinggai memudahkani interpretasii datai dani analisis.i Hali inii berartii 

bahwai penulisi melakukani prosesi pengumpulani datai kemudiani mengeksplorasii 

datai tersebuti untuki menariki kesimpulan. 



 

 

 
 

V. PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 

1. Peran jaksa dalam penerapan restorative justice pada penyelesaian perkara 

KDRT dengan metode penerapan restorative justice, Peran Normatif jaksa 

adalah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang 

Kejaksaan Republik Indonesia dan penerapan restorative justice bagi jaksa 

telah tercantum dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang 

Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peran faktual jaksa 

adalah menjalankan fungsi dan wewenangnya seperti melakukan penyidikan, 

memeriksa saksi-saksi, dan memutuskan apa hukuman yang tepat dalam suatu 

perkara. peran idealnya jaksa dapat menanggulangi suatu perkara tindak pidana 

sesuai dengan kedudukan serta sistem hukumnya sehingga jaksa dapat 

menangani suatu perkara yang ada diwilayah hukumnya dengan baik. Sehingga 

dalam hal ini jaksa berperan sebagai fasilitator yang membantu proses 

berjalannya restorative justice. Berjalannya restorative justice juga harus 

memenuhi persyaratan seperti tersangka yang baru pertama kali melakukan 

tindak pidana dan tindak pidana hanya diancam tidak lebih dari 5 tahun.  
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2. Faktor-faktor penghambat peran jaksa dalam proses penerapan restorative 

justice pada perkara KDRT, yang mana terdapat beberapa faktor yang 

mempengaruhi proses penegakan hukum bagi Jaksa. Faktor yang menjadi 

hambatan bagi jaksa dalam perkara KDRT ini adalah faktor masyarakat itu 

sendiri, karena masyarakat khususnya korban dan pelaku belum benar-benar 

memahami apa itu restorative justice. Kemudian ada fakto-faktor lain yaitu 

faktor hukum, meskipun KDRT telah memiliki peraturan yang jelas belum ada 

aturan khusus yang mengatur mengenai pelaksanaan restorative justice pada 

perkara KDRT, dari segi penegak hukum hambatan yang sering dijumpai adalah 

keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain, 

terutama pada KDRT yang bertujuan mendamaikan kembali hubungan 

keluarga. Kemudian dari faktor Sarana dan fasilitas hambatan yang sering 

dijumpai berupa peralatan yang kurang memadai. Sedangkan dari faktor 

kebudayaan yang terkadang masih bertentangan dengan hukum yang berlaku di 

Indonesia, namun masyarakat tentunya harus senantiasa berperan dalam 

perkembangan hukum untuk menjaga nilai ketertiban dan ketenteraman di 

masyarakat. Faktor-faktor yang telah disebutkan tentunya memiliki keterkaitan 

yang erat. Karena menjadi hal pokok dalam proses penyelesaian perkara KDRT 

maupun dalam penegakan hukum lainnya. Faktor-faktor tersebut juga menjadi 

acuan bagi penegak hukum agar dapat menjalankan tugas dan wewenang 

dengan sebaik mungkin. 
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B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian maka penulis memiliki saran-saran sebagai berikut: 

1. Untuk membangun persepsi yang sama dalam penanganan KDRT melalui 

Restorative Justice, maka Pemerintah (Mahkamah Agung RI) diharapkan dapat 

membuat suatu aturan atau regulasi yang dapat dijadikan pedoman bagi aparat 

penegak hukum dalam proses penyelesaian KDRT melalui restorative justice. 

Pemerintah melalui aparat penegak hukum juga perlu untuk lebih 

mensosialisasikan tentang pentingnya edukasi mengenai KDRT terutama untuk 

calon pasangan suami istri. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir terjadinya 

KDRT, selain itu masyarakat juga dapat memahami tentang dampak negatif dari 

KDRT, yang mana dampak negatifnya tidak hanya untuk pelaku dan korban 

akan tetapi untuk seluruh anggota keluarga. 

2. Kejaksaan diharapkan dapat meningkatkan kualitas kinerja aparat penegak 

hukumnya sehingga jaksa dapat menegakkan keadilan yang seadil-adilnya, 

sehingga kejaksaan dapat membangun kepercayaan masyarakat terhadap 

kejaksaan itu sendiri dalam proses penanganan suatu perkara. Jaksa juga perlu 

untuk mampu menegakkan keadilan melalui keadilan restoratif, karena pada 

dasarnya keadilan restoratif bagian dari mendekatkan rasa keadilan dengan 

masyarakat dan memberikan harapan yang lebih baik ketika pihak yang terkait 

telah setuju untuk berdamai. 
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